BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1179, 2017

BKN. Jabatan Fungsional. Analis Anggaran.
Juklak.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan
Fungsional Analis Anggaran, dan memperhatikan Surat
Sekretaris  Jenderal Kementerian = Keuangan = Nomor
1229/SJ/2017 mengenai rekomendasi atas substansi
rancangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Anggaran, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1672);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN.

Pasal 1
Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis
Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
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Pasal 2
Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan
ini, dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Pasal 3
Ketentuan Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala
Badan ini, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina

Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juli 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

PENDAHULUAN

Ai

B.

o)

UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik mdonesia Nomor 21 Tahun 2016
telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

2. Bahwa petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Analis Anggaran, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
bertujuan untuk memberikan pedeman kepada pejabat yang secara
fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan
dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja vang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara [ndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk menduduki jabatan pemerintahan.

www.peraturan.go.id
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3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menctapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi
pemerintalh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. DPejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pémindahan,
dan pemberhentian PNS sesuai dengan Kketentnan peraturan
perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional Analis Anggaran adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang penganggaran
dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

6. Analis Anggaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk miclaksanakan kegiatan analisis
di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non
Kementeriar, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan
Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.

8. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk
menilai prestasi kerja Analis Anggaran.

9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari urajan kegiatan dan/atau
akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh
Analis Anggaran dalam rangka pembinaan karir yvang
bersangkutan.

11. Angka Kredif Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit
minimal yang harus dicapai oleh Analis Anggaran sebagai salah
satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
Analis Anggaran baik perorangan atau kelompok di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN.

www.peraturan.go.id
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13. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Analis Anggaran dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

0. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN
RUANG
A. TUGAS JABATAN
Tugas jabatan Analis Anggaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis di
bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG
1. Jabatan Fungsional Analis Aniggaran merupakan jabatan fungsional
kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Anggaran dari yang paling
rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
a. Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama;
b. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda;
¢. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya; dan
d. Analis Anggaran Utama/Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Anggaran
sebagaimana dimaksud pada angka 2, terditi atas:
a. Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama:
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang 11 /a; dan
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda:
1) Pangkat Penata, golongan ruang Il /c; dan
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 111/d.
c. Analis Anggaran Madya/Ahli Madya:
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pangkat Pembina Tingkat [, golongan ruang IV/Db; dan
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Analis Anggaran Utama/Ahli Utama:
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-
masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Anggaran sebagaimana
dimaksud pada angka 3, berdasarkan jumlah Angka Kredit yang

ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

www.peraturan.go.id
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Contol:

Sdri. Diana, S.E., M.M., NIP. 19830510 200903 2 001, pangkat

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang I1/h akan diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Anggaran, maka penilaian untuk

menetapkan Angka Kredit dinilai dari nnsur:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit.

b. Diklat Frajabatan golongan Il sebesar 2 Angka Kredit.

¢. Pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dalam pengelolaan
APBN, sebesar 6 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar

158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Diana,

S.E., M.M., sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang

dimilikinya yakni Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda Tingkat [, golongan ruang II1/b.

5. Dalam hal penetapan jenjang jabatan untik pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran berdasarkan jumlah Angka
Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan
golongan ruang dapat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka 3.

Contolx:

Sdr. Ridwan, S.E., M.Sc., NIP. 19710705 199503 1 001, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Subdirektorat

Anggaran Bidang Kesehatan. Yang bersangkufan akan diangkat

dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr: Ridwan, S.E.,

M.Sc., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit,

dengan perincian sebagai berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 1580 Angka Kredit;

b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis
Anggaran sebesar 10 Angka Kredit;

¢. Pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dalam pengelolaan
APBN, 165 Angka Kredit;

d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;

e. Penunjang tugas Analis Anggaran sebesar 30 Angka Kredit.

www.peraturan.go.id
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Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ridwan, S.E.,
M.Sc., sebesar 373 (tiga ratus tojuh puluh lima), maka penetapan
jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat
dan golonigan ruang yang dimiliki yaitu Analis Anggaran Muda/Ahli

Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

[II. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
1. Unsur kegiatan tugas Jabatan Analis Anggaran yang dapat dinilai Angka
Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utania; dan
b. nasur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri
atas:
a. pendidikan;
b. -analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan
c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari nnsur ntama sebagaimana dimaksud pada angka 2,
terdiri atas:
a. pendidikan, meliputi:
1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
dan
3. diklat Prajabatan.
b. Analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN, meliputis
1. pendapatan negara;
2. belanja negara; dan
3. pembiayaan.
c. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karyva Tulis/Karya Imiah di bidang penganggaran
dalam pengelolaan APBN;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN; dan
8. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan

teknis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

www.peraturan.go.id
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4. Unsur penunjang, meliput:

a. pengajar/pelatih  pada diklat fongsional/teknis di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN;

c. keanggotaan dalam organisasi prefesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

f. perclehan ijazali/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN TUGAS KEGIATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN
A. ANALIS ANGGARAN PERTAMA /AHLI PERTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

1. menginventarisasi data dan klasifikasi arah kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunan nasienal per tema/bidang;

2. menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil analisis arali kebijakan
fiskal dan prioritas pembangunan nasional;

3. menginventarisasi data, bahan, dan parameter penyusunan
asumsi dasar ekonomi makro;

4. menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter

asumsi dasar ekonomi makro;

al

menginventarisasi data, balhan dan parameter penyusunan usulan

kebijakan dan proyeksi perhitungan (exercise) Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);

6. menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan;

7. menyusun rekemendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter
penyusunan postur RAPBN;

8. menginventarisasi data dan bahan telaahan kebijakan fiskal dan

ekonomi makro;

0

menginventarisasi kebutuhan data, bahan, dan parameter

penyusunan KEM & PPKF;

10. menyusun rekomendasi tingkat 1 atas hasil pengujian data,
bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;

11. menginventarisasi bahan dan data materi pengaturan dalam RUU

APBN/APBN-P;

www.peraturan.go.id
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menyusun rekomendasi tingkat 1 Laporan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis
Pemerintal;

melakukan inventarisasi kebutuhan bahan dan data penyusunan
Model Perencanaan APBN/Model Fiskal /Model Dampak APBN;
menginventarisasi kebutuhan bahan dan data penyustunan policy
paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja
negara/pembiayaan anggarati;

menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan
negara/belanja negara/pembiayaan anggaran;

menginventarisasi kebutuhan bahan penyusunan RAPBN/Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Perubahan (RAFPBN-P),
menganalisis bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;
menginventarisasi hasil-hasil kesepakatan antara Pemerintah dan
DPR-RI;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data bahan revio angka

dasar dan/atau perkiraan maju;

. menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan

dasar per satker;

menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per programi;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait arsitektur dan

Informasi kinerja penganggaran;

. merancang arsitektur dan informasi kinerja penganggaran;

menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja

perganggaran per prograin;

- mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyusunan

pagu;

. menganalisis pagu per program;

. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter

Inisiatif Baru;

. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter

konsolidasi dan penajaman pendamnaan kegiatan prioritas nasional

(pertemuan tiga pihak);

www.peraturan.go.id
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29. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parametéer
penyusunan rencana kerja K/L;

30. menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter rencana
kerja dan anggaran;

31. menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter penelaahan
rencana kerja dan anggaran;

32. menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter revisi
anggarari;

33. menyiapkan bahan moenitering dan evaluasi penganggaran;

34. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek inmplementasi;

35. mengumpulkan dan mentabulasi data lapangan dalam kegiatan
moenitoring dan evaluasi;

36. menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter persetujuan
pendanaan pekerjaan tahun jamak;

37. menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter standar
biaya;

38. menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);

39. menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter
penghitiungan sanksi/ganjaran bagi K/L;

40. mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter
indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN (Renstra, KPJM, hasil
Monitoring dan evaluasi);

41. menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter
penyusunan usul tambahan anggaran;

42. menganalisis kelengkapan materi pengaturan di bidang
pengelolaan belanja K/L dan BUN;

43. menyiapkan dan mengidentifikasi parameter dan data pendukung;

44. menginventarisasi pokok-pokok bahasan dalam pembahasan Ijin
Pemanfaatan Belanja BUN;

45. menyiapkan data parameter alokasi BUN;

46. menyiapkan data tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan;

47. menginventarisasi data terkait potensi, jenis, dan tarif PNBP;

48. mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif,

49. menginventarisasi data terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

www.peraturan.go.id
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mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan sebagian dana
PNBP;

menginventarisasi data terkait kebijakan pengelolaan PNBP;
mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait kebijakan
dispensasi pengelolaan PNBP;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data target dan pagu
penggunaan PNBP,;

memvalidasi data target dan pagu penggunaan PNBP;
mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait revisi target
dan pagu penggunazan PNBI;

memvalidasi data revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penerimaan
dalam RBA BLU;,

memvalidasi data terkait penerimaan dalam RBA BLU;

. mengidentifikasi dan menginventarisasi data PNBP dan kewajiban

pemerintah dari PNBP SDA;

memvalidasi data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP SDA;
menginventarisasi data laporan realisasi dan perkiraan realisasi
PNBP (Outlook);

mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait pelaksanaan
peraturan di bidang PNBP;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyelesaian
piutang PNBP;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyelesaian
kewajiban pemerintal;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data tindak lanjut hasil
Pemeriksaan di bidang PNBP;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data hasil perhitungan
PNBP (self assessment),

mengidentifikasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;
memvalidasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;
menginventarisasi bahan terkait tagihan kewajiban pemerintah
sektor migas, panas bumi, dan subsidi;

mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait

pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumi;

www.peraturan.go.id
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71. mengolah data perumusan kebijakan sistem penganggaran,

72. mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya;

73. menyusun kajian usulan Standar Biaya;

74. mengolah data terkait pelaksanaan Monitoring dan evaluasi
Kinerja Penganggarati;

75. kompilasi data tematik penganggaran;

76. mengolah data penerapan sistem penganggarar,

77. mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
kebijakan/ peraturan penganggaran;

78. mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi
kebijakan/ peraturan penganggarar;

79. mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atan
permasalahan pada tataran implementasi;

80. mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/ peraturan kepada stalkeholders;

81. mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
besaran hak kenangan/ remunerasi;

82, melaksanakan kajian awal terkait wusulan Dbesaran hak
kenangan/remunerasi;

83. melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang
diusulkan pesaran hak keuangan/remunerasi;

84. memberikan pembobotan terhadap hasil assesment bersama
instansi/ stakeholders terkait;

85. melaksanakan kajian lanjutan terkait wusulan Dbesaran hak
keuangan/remunerasi,

86. menyusun rekomendasi besaran hak keuangan/remunerasi;

87. mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
besaran hak keuangan/remunerasi;

88. mengkaji dampak fiskal vang mungkin timbul dari kebijakan
remunerasi;

89. menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi;

90. mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/ tematik;

91. menginventarisasi data terkait kajian tematik dan pengembangan;

92. menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan;

93. menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan;

94. menyusuil bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;

95. menganalisis kebutuhan bimbingan feknis penganggaran;
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96. menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

97. melaksanakan bimbingan teknis penganggarar.

. ANALIS ANGGARAN MUDA/AHLI MUDA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, meliputi:

1. menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangnnan
nasional per tema/bidang;

2. menyusun rekomendasi fingkat 2 Laperan hasil analisis arah
kehijakan fiskal dan prieritas pembangunan nasional;
menganalisis perkembangan asumsi dasar ekonomi makro;

4. menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekonomi makro;

5. menganalisis perhitungan dan realisasi APBN;

6. menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan;

7. menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter
penyusunan postur RAPBN;
menyusun dan menganalisis realisasi APBN bulanan;

9. menguji parameter penyusunan KEM & PPKEF;

10. menyusun rekomendasi tingkat 2 atas hasil pengujian data,
bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKIY

11. menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan
kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan
strategis Pemerintah;

12, menyusun rekomendasi tingkat =2 Laporan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/ RAPBN-P serta kebijakan strategis
Pemerintah;

13. melakukan uji statistik data dan bahan penyusunan Model
Perencanaan APBN /Model Fiskal/Model Dampak APBN;

14. memvalidasi data dan bahan penyusunan policy paper di bidang
asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/ pembiayaan

anggarari;
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15. menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan
negara/belanja negara/pembiayaan anggaran,

16. mengkaji data dan bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;

17. menganalisis bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;

18. menganalisis, mensinkronkan, dan mengoreksi materi dalam Nota
Keuangan & RAPBN/ RAPBN-P;

19. membahas laporan hasil analisis, sinkronisasi, dan koreksi materi
dalam Neta Keuangan & RAPBN/RAPBN-P;

20. menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per prograni;

21. menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per K/L;

22, menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran per program;

23. menganalisis hasil rancangan arsitektiir dan informasi kinerja
penganggaran per Bagian Anggaran;

24. menganalisis pagu per program,;

25. menganalisis pagu per bagian anggaran;

26. menganalisis pagu per sumber dana;

27. menganalisis kebutuhan inisiatif bami;

28. menilai kelayakan proposal inisiatif barn;

29. menganalisis rancangan Rencana Kerja K/L dalam pertemuan tiga
pihalk;

30. menganalisis usulan perubahan pagu indikatif;

31. menganalisis data terkait penyusunan rencana kerja per programm;

32. menyusun RKA satker/RKA BUN;

38. mienganalisis usulan RKA BUN;

34. menelaah rencana kerja dan anggaran;

35. menganalisis kebutuhan revisi anggaran,

36. menyusun usul revisi-anggaran,;

37. menilai usulan revisi rencana kerja dan anggaran,

38. menganalisis evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

sebelumnya;
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menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi;

melaksanakan nionitoring dan evaluasi aspek konteks;
menganalisis data lapangan dalam kegiatan monitoring dan
evaluasi;

menyusun usulan pendanaan pekerjaan tahun jamak;

menilai usulan persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
menyusun usulan standar biaya;

menilai usulan standar biaya;

menganalisis Rencana Bisnis dan Anggaran;

menelaah RBA;

menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;

menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per KPA;
menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per
Bagian Anggaran;

mengidentifikasi perubahan-perubalian parameter

menganalisis kebutuhan tambahan anggaran (KIPA);

menilai kebutuhan tambahan anggaran (PPA);

menelaah usul tambahan anggaran;

membahas laporan hasil analisis kelengkapan materi pengaturan

di bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN;

. menyusun Permohonan Pemanfaatan Belanja BUN;

menelaah Tjin Pemanfaatan Belanja BUN;
menganalisis parameter alokasi BUN;

menyusun usulan jenis dan tarif PNBP;

. mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif PNBP;

. menganalisis jenis dan tarif PNBP;

menyusun usulan penggunaan sebagian dana PNBP;

. mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan sebagian dana

PNBF;

menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBF;
mengidentifikasi permasalahan pengelolaan PNBP;
menyusun usulan dispensasi pengelolaan PNBP;

menganalisis permasalahan dispensasi pengelolaan PNBP;
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68. menylisun usulan target dan pagu penggunaan FNBP;

69. menganalisis dampak asumsi makro terhadap target PNBP;

70. menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP per
satker;

71. menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP per K/L
dan BUN;j

72. menyusun usulan revisi target dan pagu penggunaan PNBP;

73. menganalisis besaran revisi target dan pagu penggunaan PNBP;

74. menyusun usulan RBA BLU;

75. menganalisis penerimaan dalam RBA BLU;

76. menganalisis dampak asumsi makre dan kewajiban pemerintah
sektor SDA terhadap PNBP SDA;

77. mienyusun data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);

78. mienguji validitas data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Outlook);

79. menganalisis dampak asumsi mniakro terhadap realisasi dan
perkiraan realisasi PNBP (Outlook);

80. menganalisis pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;

81. menyusun konsep laporan penyelesaian piutang PNBP;

82. menyusun konsep laporan penyelesaian kewajiban pemerintaly;

83. menganalisis permasalahan tindak lanjut hasil Pemeriksaan di
bidang PNBP;

84. menyusun pelaporan perhitungan PNBP (self assessment);

85. menganalisis permasalahan Laperan hasil analisis perhitungan
PNBP (self assessment);

86. menganalisis terhadap hasil validasi data terkait pelaksanaan
pengelolaan PNBP;

87. mienguji validitas tagihan kewajiban pemerintalhh sektor migas,
panas bumi, dan subsidi;

88. menguji validitas data terkait pemindahbukuan PNBF sektor migas
dan panas bumi;

89. menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem penganggaran;

90. mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya
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91. menyusun kajian usulan Standar Biaya;

92. menganalisis 1isulan Standar Biaya;

93. menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi;

94. menganalisis hasil kompilasi data;

95. menyusun konsep laporan Laporan hasil analisis;

96. menganalisis data penerapan sistem penganggararn;

97. menganalisis dan mengharmonisasikan wusulan kebijakan/
peraturan penganggarar;

98. menganalisis dampak anggaran /fiskal atas usulan
kebijakan/ peraturan;

99. mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi
kebijakan/ peraturan penganggaran;

100. mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau
permasalahan pada tataran implementasi;

101. mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/ peraturan kepada stakeholders;

102. melaksanakan kajian awal terkait wusulan Dbesaran hak
keuangan/remunerasi;

103. melaksanakan assessment terhadap pemangku jabatan vang
diusulkan besaran hak kenangan/remunerasi;

104. memberikan pembobotan terhadap hasil assessment bersama
instansi/ stakeholders terkait;

105. melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi;

106. menyusun rekomendasi besaran hak keuangan/remunerasi;

107. menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi;

108. miengidentifikasi masalah kajian pengembangan/tematik;

109. menginventarisasi data terkait kajian tematik dan pengembangan;

110. menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangar;

111, menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan,

112. menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan,

113. menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;
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114. menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

115. melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

ANALIS ANGGARAN MADYA/AHLI MADYA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan
nasional lintas tema/bidang;

2. menyusun rekomendasi tingkat 3 laporan hasil analisis arah
kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional,

3. menyusun proyeksi (exercise) asumsi dasar ekonomi makro;

4. menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise;

5. menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekonomi makro;

6. menyusun proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;

7. menguji parameter perhitungan RAPBN hasil exercise;

8. menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan;

9. menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter
pernyusunan postur RAPBN;

10. menytsun dan menganalisis realisasi APBN Seniester [

11. menyusun perkiraan realisasi APBN (prognosis) Semester 1,

12. mengkaji dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap
APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN;

13. menyusun rekomendasi penyusunan RAPBN-P berdasarkan hasil
kajiann dampak kebijakan f[skal dan ekonomi makro terhadap
APBN;

14. menguji parameter penyusunan KEM & PPIKF;

15. menyusun rekomendasi tingkat 3 atas hasil pengujian data,
bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKI;

16. menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan
kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/ RAPBN-P serta kebijakan
strategis Pemerintah;

17. menyusun rekomendasi tingkat 3 Laporan hasil analisis
kelengkapan madteri dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis
Pemerintah;

18. melakukan wuji statistik data dan bahan penyusunan Model
Perencanaan APBN /Model Fiskal/Model Dampak APBN;

www.peraturan.go.id



19.

20

22;

26.

27.

28.

29

30.

31.

32,

33

34.

33.

36.

37.

38.

39.

-21-

menguiji Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak
APBN;

menyiapkan  proposal pengembangan Model Perencanaan
APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;

memvalidasi data dan bahan penyusunan policy paper di bidang
asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/ pembiayaan
anggaran;

menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan
negara/belanja negara/pembiayaan anggaran;

mengkaji data dan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;
menganalisis bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

. menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan

dasar per K/L;

menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar lintas [K/1;

menyusun rekomendasi atas Laporan hasil analisis angka dasar
dan/atau perkiraan maju;

menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran per Bagian Anggarar;

menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran lintas Bagian Anggaran;

menyusun rekomendasi laporan hasil analisis rancangan
arsitektur-dan informasi kinerja penganggaran;

menganalisis pagu per bagian anggaran,

menganalisis pagu per sumber dana;

menganalisis pagu lintas bagian anggaran;

menganalisis pagu berdasarkan postur (belanja dan pembiayaan);
menyusun pagy;

menyusun proposal inisiatif baru;

menyltsun rekomendasi atas hasil penilaian kelayakan proposal
Inisiatif Baru;

menyusun rekomendasi usul penyempurnaan pagu indikatif dalam
pertemuain tiga pihak;

menyusun konsep dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak;
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40. menganalisis data terkait rencana kerja K/L;

41. menyusun draft Rencana Kerja K/ L;

42. menyusun RKA KI./RDP-BUN;

43. menganalisis rencana kerja dan anggaran dan pengesahan
dokumien pelaksanaan anggaran;

44. menyusun rekomendasi rencana kerja dan anggaran;

45. menilai usulan revisi rencana kerja dan anggarar;

46. menganalisis usulan revisi anggaran;

47. menyusun rekomendasi revisi anggaran;

48. melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek manfaat;

49. menyusun rekomendasi monitoring dan evaluasi;

50. menilai usulan persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;

51. menganalisis kelayakan tustlan persetujuan pendanaan pekerjaan
tahun jamak;

52. menyusun rekemendasi persetujuan pendanaan pekerjaan tahun
jamak;

53. menilai usulan standar biava;

54. menganalisis kelayakan usulan standar biaya;

55. menyusur rekomendasi usulan standar biaya;

56. menyusun Rencana Bisnis Anggaran;

S57. menilai Rencana Bisnis Anggaran;

58. melaksanakan rekomendasi hasil pembahasan;

59. menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L,

60. menganalisis pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;

61. menyusun rekomendasi pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;

62. menyusun usulan indikasi kebutuhan dana BUN;

63. menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per
Bagian Anggaran;

64. menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN seluruh
Bagian Anggaran,

65. menyusun rekomendasi indikasi kebutuhan dana pengeluaran
BUN;

66. menganalisis daftar indikasi dan perubahan parameter;
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menylusun dan menyampaikan usulan tambahan anggaran dari
KPA ke PPA;

menyusun dan menyampaikan usulan tambahan anggaran dari
PPA ke DJA;

menginventarisasi dan mengidentifikasi data materi pengaturan di
bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN;

menyusun usul kegiatan yang didanai dari Belanja BUN;
menganalisis hasil pembahasan izin pemanfaatan belanja BUN;
menyusun rekomendasi pemanfaatan belanja BUN;

menyusun rekomendasi parameter alokasi BUN;

menganalisis  draft tanggapan atau tindak lanjut hasil
pemeriksaan,

menyuistin  rekomendasi  tanggapan atau tindak lamjut hasil
pemeriksaan;

menganalisis jenis dan tarif PNBP;

menyusun rekomendasi jenis dan tarif PNBP;

menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

menyusun rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana PNBP,
menganalisis dan menilai dampak kebijakan PNBP;

menyusun  konsep naskah akademik terkait peraturan
perundangan di bidang PNBP;

menganalisis dan melakukan assessment dampak kebijakan
dispensasi pengelolaan PNEP;

menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP K/L dan
BUN secara nasional

menganalisis besaran revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
menyusun rekomendasi usulan revisi target dan pagu penggunaan
PNBP;

menyusun rekomendasi atas hasil asessment penerimaan dalam
RBA BLU;

menganalisis besaran PNBP SDA;

menyusun rekomendasi perhitungan PNBP SDA;

menganalisis data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
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90. menyustun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;

91. menganalisis piutang PNBP yang masih outstanding;

92. menyusun rekomendasi terkait piutang yang masih outstanding;

93. menganalisis penyelesaian kewajiban pemerintah yang mniasih
outstanding;

94. menyusurnl rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah yang
masih outstanding,

95. membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP;

96. menyusun konsep laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan di
bidang PNBP;

97. menyusun rekomendasi laporan hasil analisis perhitungan PNBP
(self assessment),

98. menyusun rekomendasi atas Laporan hasil analisis data terkait
pelaksanaan pengelolaan PNBP;

99. menganalisis tagihan kewajiban pemerintall sektor Migas, panas
bumi, dan subsidi;

100. menganalisis data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan
panas bumi;

101.mengidentifikasi dan menginventarisasi data/permasalahan
kebijakan sistemn penganggaran;

102. menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem penganggaran;

103. menyusun rekomendasi laporan hasil analisis kebijakan sistem
penganggaran,

104. mengidentifikasi dan menginventarisasi data/masalah terkait
pelaksanaan Standar Biaya;

105. menyusun rekomendasi atas usulan Standar Biaya;

106. mengidentifikasi dan menginventarisasi data/masalah terkait
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kinerja Penganggaran,

107. menyustn rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi;

108. menginventarisasi data/masalah penerapan sistem penganggaran;

109. menyusun rekomendasi penerapan sistem penganggaraii;

110. menyusun rekomendasi atas kebijakan terkait penganggaran;
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111. mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi
kebijakan/ peraturan penganggaran;

112. mengkaji  peraturan yang mengalami kendala dan/atau
permasalahan pada tataran implementasi;

113. mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/ peraturan kepada stakelhiolders;

114. melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak
keuangan /remunerasi;

115. melaksanakan assesmen terhadap pemangku jabatan yang
diusulkan besaran hak kenangan/remunerasi;

116. memberikan pembobotan terhadap hasil assessment Dbersama
instansi/ stakeholders terkait,

117. melaksanakan Xkajian lanjutan terkait usulan bésaran hak
kenangan/remunerasi;

118. menyusun rekomendasi besaran hak keuangan/remunerasi;

119. menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi;

120. mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/tematik;

121. menginventarisasi data terkait kajian tematik dan pengembangan,

122. menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembarngan;

123. menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan;

124. menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;

1235, menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;

126. menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

127. melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

. ANALIS ANGGARAN UTAMA/AHLI UTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama, meliputi:

1. menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan
nasional per tema/bidang;

2. menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil analisis arah
kehijakan fiskal dan prieritas pembangunan nasional;

3. menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise;
menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekonomi makro;
menytisun proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;
menguji parameter perhitungan RAPBN hasil exercise;
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7. menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan nsulan kebijakai;

8. menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter
penyusunarn postur RAPBN;

9. mengkaji dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makre terhadap
APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN,

10. menyusun rekomendasi penyusunan RAPBN-P berdasarkan hasil
kajian dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap
APBN;

11. menyusun rekomendasi tingkat 4 atas hasil pengujian data,
bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;

12. menyusun rekomendasi tingkat 4 Laperan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis
Pemerintaly;

13. menguji Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak
APBN;

14. menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN/
Model Fiskal/Model Dampak APBN;

15. menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan
negara/belanja negara/ pembiayaan anggaran;

16. menganalisis bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;

17. melaksanakan analisis tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;

18. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis di
bidang penganggarari;

19. menyusun rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan PNBP;

20. menyusun rekomendasi terkait kebijakan dispensasi pengelolaan
PNBPF;

21. menyusun rekomendasi usulan target dan pagu Penggunaan PNBP
secara nasional;

22. menyusun rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan realisasi
PNBP (Outlook);

23. menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintal sektor
migas, panas bumi, dan subsidi;

24. menyusun rekomendasi terkait pemindahbukuan PNBP sektor
mniigas dan panas bumi;

25. menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan;
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26. menytisun rekomendasi kajian tematik dan pengenibangan;

27. menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;

28. menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;

29. menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

30. melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.

V. HASIL KERJA TUCAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN
A, ANALIS ANGGARAN PERTAMA /AHLI PERTAMA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama, meliputi:

1. daftar inventarisasi data dan bahan penyusunan arah kebijakan
fiskal dan prioritas pembangunan nasional;

2. rekomendasi tingkat 1 araly kebijakan fiskal dan prieritas
pembangunan nasional,

3. daftar inventarisasi data dan bahan parameter penyusunan asumsi
dasar ekonoimi makro;
rekomendasi tingkat 1 asumsi dasar ekonomi makro;

S.  daftar inventarisasi data, bahan dan parameter penyusunan
usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;

6. rekomendasi tingkat 1 usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan
(exercise) RAPBN,
rekomendasi tingkat 1 Pestur RAPBN dalam bentuk -account;
daftar inventarisasi data dan bahan telaahan kebijakan fiskal dan
ekonomi makroe;

9. daftar inventarisasi kebutuhan data, bahan, dan parameter
penyusunan KEM & PPKI;

10. rekomendasi tingkat 1 sumbangan bahan penyustunan KEM &
PPKF;

11. daftar inventarisasi materi RUU APBN/APBN-P;

12. rekomendasi tingkat 1 materi pengaturan dalam RUU APBN/
APBN-P:

13. daftar inventarisasi kebutuhan bahan dan data penyusunan model
Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;

14. daftar inventarisasi kebutuhan bahan dan data penyusunan policy
paper di hidang asumsi makro/pendapatan negara/helanja

negara/pembiayaan anggaran;
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15. policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja
negara/pembiayaan anggaran;

16. daftar inventarisasi kebutuhan bahan RAPBN/RAPBN-P;

17. rekomendasi bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

18. daftar inventarisasi hasil-hasil kesepakatan antara Pemerintah dan
DPR-RI;

19. dokumen bahan reviu angka dasar dan/atau perkiraan maju
Kementerian/Lembaga;

20. laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan maju per
satker;

21. laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan maju per
program;

22. dokumen bahan penyusinan arsitektur dan informasi kinerja
penganggararn;

23. gambar rancangan arsitekturdan informasi kinerja penganggaran;

24. laporan hasil analisis rancangan arsitektar dan informasi kinerja
penganggaran prograiui;

25. dokumen bahan penyusunan pagu;

26. laporan hasil analisis pagu;

27. dekumen bahan parameter proposal Inisiatif Baru;

28. dokumen bahan parameter pertemuan tiga pihak;

29. dokumen balian Rencana Kerja K/L;

30. dokumen bahan rencana kerja dan anggaran,

31. dokumen bahan penelaahan rencana kerja dan anggaran;

32, dokumen bahan revisi anggarari;

33. dokumen bahan monitoring dan evaluasi penganggaran;

34. laporan pelaksanaan monitering dan evaluasi implementasi;

35. dokumen tabulasi data lapangan;

36. dokumen bahan pendanaan pekerjaan tahun jamak

37. dokumen bahan dan parameter standar biaya;

38. dokumen bahan parameter RBA;

39. dokumen bahan penghitungan sanksi/ganjaran bagi K/1;

40. data dan parameter indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN;

4 1. data parameter usulan tambahan anggaran;
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laporan hasil analisis materi pengaturan di bidang pengelolaan
belanja K/L dan BUN;

data dan parameter;

daftar Inventaris pokok-pekok bahasan dalam pembahasan Tjin
Pemanfaatan Belanja BUN;

daftar parameter alokasi BUN;

data tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan;

data terkait potensi, jenis, dan tarif PNBP;

matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

data terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

data terkait kebijakan pengelolaan PNBP;

data terkait kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP

. data target dan pagu penggunaan PNBP;

hasil validasi data target dan pagu penggunaan PNBP

data revisi target dan pagu penggunaan PNBP;

hasil validasi revisi data target dan pagu penggunaan PNBP;

data terkait penerimaan dalam RBA BLU;

hasil validasi data terkait penerimaan dalam RBA BLU;

data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP SDA;

hasil validasi data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP
SDA;

data laporan realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);

data laporan terkait pelaksanaan peraturan di bidang PNBP,;

data terkait penyelesaian piutang PNBP;

data terkait penyelesaian kewajiban pemerintah;

data tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP

data hasil perhitungan PNBP (self assessment);

data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;

hasil validasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBF;

data hasil inventarisasi tagihan kewajiban pemerintall sektor
migas, panas bumi, dan subsidi;

data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumi;

kertas kerja pengolahan data kebijakan sistem penganggaran;
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72. hasil pengolahan data pelaksanaan Standar Biaya;

73. hasil kajian usulan Standar Biaya;

74. hasil pengolahan data pelaksanaan Monitering dan evaluasi;

75. hasil kompilasi data;

76. hasil pengolahan data (tabulasi/hasil perhitungan/referensi);

77. data terkait peraturan penganggaran;

78. laporan identifikasi permasalahan;

79. laporan hasil kajian;

80. laporan hasil diseminasi;

81. data usulan besaran hak kenangan/remunerasi

82. laporan hasil kajian awal;

83. kertas kerja hasil assessment,

84. hasil scoring jabatan;

85. laporan hasil kajian lanjutan;

86. rekomendasi besarari;

87. kerangka permasalahan;

88. hasil kajian kebijakan remunerasi;

89. hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi;

90. daftar masalah tematik penganggaran;

91. hasil pengumpulan data, bahan, dan referensi kajian tematik
penganggaran;

92. laporan hasil analisis kajian tematik penganggaran;

98. rekomendasi hasil telaahan dan kajian tematik penganggaran;

94. bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran, Menteri
Keuangan atau Presiden RI teritang tematik pengatggaran;

95. laporan hasil analisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;

96. bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

97. laporan bimbingan teknis penganggaran.

B. ANALIS ANGGARAN MUDA/AHLI MUDA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, meliputi:

1. laporan hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas
pembangunan nasional;

2. rekomendasi tngkat 2 arah kebijakan fiskal dan prioritas

pembangunan nasional;
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laporan hasil analisis perkenibangan asumsi dasar ekonomi
makro;

rekomendasi tingkat 2 asumsi dasar ekononii makto;

laporan hasil analisis perkembangan APBN;

rekomendasi tingkat 2 usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan
(exercise) RAPBN;

rekomendasi tingkat 2 Postur RAPBN dalam  berntuk
I-Account,

rekomendasi laporan realisasi APBN bulanan;

hasil ji parameter penyusunan KEM & PPKF;

rekomendasi tingkat 2 sumbangan bahan penyusunan KEM &
PPKF;

laporan hasil analisis materi pengaturan dalam RUU APBN/
APBN-P;

rekomendasi tingkat 2 materi pengaturan dalam RUU APBN/
APBN-P;

data dan bahan penyusunan model yang teruji secara statistic;
data dan bahan penyusunan policy paper yang valid;

policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja
negara/pembiayaan anggaran;

hasil kajian data dan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;
rekomendasi bahan penyusunain RAPBN /RAPBN-P;

laporan hasil analisis, sinkronisasi, dan koreksi materi dalam Nota
Keuangan & RAPBN/RAPBN-P;

rekomendasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAFPBN/RAPBN-P
final,

laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan maju per
program;

laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan maju per

K/L;

. laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan informasi kinetja

PENgAaTIgEATAN Program,
laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan Informasi kinerja

penganggaran Bagian Anggaran;
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24. laporan hasil analisis pagu;

25. laporan hasil analisis pagu per bagian anggararn,

26. laporan hasil analisis pagu per sumber dana;

27. laporan hasil analisis kebutuhan inisiatif baru;

28. hasil penilaian proposal inisiatif baruy;

29. laporan hasil analisis rancangan Rencana Kerja K/L;

30. laporan hasil analisis usulan perubahan pagu Indikatif:

31. laporan hasil analisis Rencana Kerja per program;

32, draft RKA satker/RIKA BUN;

33. laporan hasil analisis RKA BUN,;

34. catatan Penelaahan;

35. laporan hasil analisis kebutuhan revisi anggaran;

36. usulan revisi anggaran;

37. catatan Penilaian;

38. hasil evaluasi pelaksanaan menitoring dan evaluasi

39. dokumen bahan menitoring dan evaluasi;

40. laporan pelaksanaan monitering dan evaluasi konteks;

41. laporan hasil analisis menitering dan evaluasi;

42. usulan pendanaan pekerjaan tahun jamak;

43. hasil penilaian usul pendanaan pekerjaan taliun jamak;

44. usulan Standar Biaya;

45. hasil penilaian usulan Standar Biaya;

46. laporan hasil analisis RBA;

47. laporan Hasil penelaahan RBA;

48. laporan Hasil penilaian sanksi/ganjaran bagi K/L;

49. laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN
per KPA;

50. laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN
per BA;

S1. daftar perubahan parameter;

52. laporan hasil analisis tambahan anggaran;

58. hasil penilaian tambahan anggaran,

54. berita Acara Penelaahan usul tambahan anggaran;

www.peraturan.go.id



33 2017, No.1179

55. rekomendasi materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja K/L
dan BUN;

56. laporan Permohonan Pemanfaatan Belanja BUN,;

57. berita acara Penelaahan Ijin Pemanfaatan Belanja BUN;

58. laporar hasil analisis parameter alokasi BUN;

59. wusulan jenis dan tarif PNBP;

60. matriks Daftar [nventarisasi Masalah (DIM);

61. laporan hasil analisis jenis dan tarif PNBP;

62, usulan penggunaan sebagian dana PNBP;

63. matriks Daftar [nventarisasi Masalah (DIM);

64. laporan hasil analisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

65. matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

66. usulan dispensasi pengelolaan PNBP;

67. matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);

68. usulan target dan pagu penggunaan PNBP;

69. laporan hasil analisis dampak asumsi makro terhadap target
PNBP;

70. laporan hasil analisis hesaran target dan pagu penggunaan PNBP
per satker;

71. laporan hasil analisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP
per K/L dan BUN;

72. usulan revisi target dan pagu penggunaan PNBP,

73. laporan hasil analisis besaran revisi target dan pagu penggunaan
PNBP;

74. usulan RBA BLU;

75. laporan hasil analisis terhadap penerimaan dalam RBA BLU;

76. laporan hasil analisis dampak asunisi makro dan Kkewajiban
pemerintah sektor SDA terhadap PNBP SDA;

77. data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Qutlook);

78. hasil uji validitas data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Outlook);

79. laporan hasil analisis dampak asunisi makro terhadap realisasi
dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);

80. matriks Daftar Inventarisasi Masalali (DIM);
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81. konsep laporan penyelesaian pititang PNBP;

82. laporan penyelesaian kewajiban pemerintal,

83. matriks Daftar inventarisasi Masalah (DIM),

84. laporan perhitungan PNBP (self assessment);

85. matriks Daftar inventarisasi Masalah (DIM);

86. laporan hasil analisis data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;

87. kertas kerja hasil validasi tagihan kewajiban pemerintah sektor
migas, panas bumi, dan subsidi;

88. kertas kerja hasil validasi data terkait pemindahbukuan PNBP
sektor migas dan panas bumi;

89. laporan hasil analisis kebijakan sistem penganggaran;

90. hasil pengolahan data pelaksanaan Standar Biaya;

91. hasil kajian usulan Standar Biaya;

92. laporan hasil analisis usulan Standar Biaya;

93. laporan hasil analisis data;

94. laporan hasil analisis;

95. konsep laporarm;

96. laporan hasil analisis;

97. laporan rekomendasi awal atas kebijakan/ peraturan;

98. laporan  analisis dampak  anggaran/fiskal atas usulan
kebijakan/ peraturan;

99. laporan identifikasi permasalahan;

100. laporan hasil kajian;

101. lJaporan hasil diseniinasi;

102. laporan hasil kajian awal,

103. kertas kerja hasil assessment;

104. hasil scoring jabatan;

105. laporan hasil kajian lanjutan;

106. rekomendasi besaran;

107. hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi;

108. daftar masalah;

109. hasil pengumpulan data, balan, dan referensi,

110. laporan hasil analisis;

111. rekomendasi hasil telaahan dan kajian;
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112.bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran, Menteri
Keuangan atau Presiden RI;

113. laporan hasil analisis kebutuhan;

114. bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

115. laporan bimbingan teknis penganggarari.

C. ANALIS ANGGARAN MADYA /AFLI MADYA

Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, meliputi:

1. laporan hasil analisis arali kebijakan fiskal dan prioritas
pembangunan nasional;

2. rekomendasi tingkat 3 arah kebijakan fiskal dan prioritas
pembangunan nasional,

proyeksi asumnisi dasar ekonomi makro;

+#

hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil
exercise;

rekomendasi tingkat 3 asnmsi dasar ekonomi makro

proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;

hasil pengujian parameter perhitungan RAPBN hasil exercise,

® N e o

rekomendasi tingkat 3 usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan

(exercise) RAPBN;

9. rekomendasi tingkat 3 Postur RAPBN dalam bentuk
I-Account;

10. rekomendasi laporan realisasi APBN Semester [;

11. rekomendasi progriosis Semester II;

12. hasil kajian atas dampak Kkebijakan fiskal dan ekonomi makro
terhadap APBN;

13. rekomendasi penyusunan RAPBN-P;

14. hasil uji parameter penyusunan KEM & PPKF;

15. rekomendasi tingkat 3 sumbangan bahan penyusunan KEM &
PPKF;

16. laporan hasil analisis materi pengaturan dalam RUU APBN/APBN-
P;

17. rekomendasi tingkat 3 materi pengaturan dalam RUU APBN/APBN-

P
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18. data dan bahan penyusunan model yang teruji secara statistik;

19. hasil pengujian Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Maodel
Dampak APBN;

20. rekomendasi Model Perencanaan APBN/Model FRiskal/Model
Dampak APBN;

21. data dan bahan penyusunan policy paper yang valid,

22, policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja
negara/pembiayaan anggarat;

23. hasil kajian data dan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

24. rekomendasi bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

25. laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan maju per
K/L;

26. laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan niaju lintas
K/L;

27. rekomendasi angka dasar dan/atau perkiraan maju;

28. laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan Informasi kinerja
penganggaran Bagian Anggaran,

29. laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan Informasi kinerja
pengarnggaran lintas Baglan Anggaran;

30. rekemendasi arsitektur dan informasi kinerja penganggaran;

31. laporan hasil analisis pagu per bagian anggaran;

32. laporan hasil analisis pagu per sumber dana;

33. laporan hasil analisis pagu lintas bagian angaran;

34. laporan hasil analisis pagu Dberdasarkan postur (belanja dan
pembiayaan);

35. draft pagu;

36. draft proposal;

37. rekomendasi kelayakan proposal inisiatif baru;

38. rekomendasi penyem purnaan pagu indikatif;

39. konsep dokunien kesepakatan pertemuan tiga pihak;

40. laporan hasil analisis Rencana Kerja K/L;

41. draft Rencana Kerja K/L;

42. draft rencana kerja dan anggaran;
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. laporan hasil analisis réncana keérja anggaran dan pengesahan

dokumen pelaksanaan anggaran;

rekomendasi rencana kerja anggaran dan pengesahan dokumen
pelaksanaan anggaran;

catatan Penilaian;

laporan hasil analisis usulan revisi ariggaran;

. rekomiendasi revisi anggaran;

laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi manfaat;

). rekomendasi menitoring dan evaluasi;

. hasil penilaian usul pendanaan pekerjaan tahun jamak;

laporan hasil analisis pendanaan pekerjaan tahun jamak;

. rekomendasi persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;

. hasil penilaian usulan standar biaya;

laporan hasil analisis kelayakan usulan standar biaya;

rekomendasi standar biaya;

. draft Rencana Bisnis Anggaran;

laporan Hasil Penilaian Rencana Bisnis Anggaran;

draft Rencana Bisnis Anggaran definitif,

. hasil penilaian;

. laporan hasil analisis sanksi/ganjaran bagi K/L;

rekomendasi pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;

. usulan indikasi kebutuhan BUN;

laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN
per Bagian Anggaran;

laporan hasil analisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN
seluruh BA;

rekomendasi indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUNj

laporan hasil analisis penyesunaian indikasi kebotuban dana
pengeluaran BUN;

draft visulan tambahan anggaran KPA;

draft usulan tambahan anggaran PPA;

data inventaris materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja
K/L dan BUN;j

daftar kegiatan;

2017, No
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7 1. laporan hasil analisis;

72, rekomendasi pemanfaatan belanja BUN;

73. rekomendasi parameter;

74. laporan hasil analisis tanggapan atau tindak Ilanjut hasil
pemeriksaai;

75. rekemendasi tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan;

76. laporan hasil analisis jenis dan tarif PNBP,

77. rekomendasi jenis dan tarif atas Jenis PNBP;

78. laporan hasil analisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

79. rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana PNBP;

80. laporan hasil analisis dan hasil penilaian dampak kebijakan PNBP;

81. konsep naskah akademik;

82. laporan hasil analisis dampak kebijakan dispensasi pengelolaan
PNBP;

83. laporan hasil analisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP
per K/L dan BUN secara nasional;

84. laporan hasil analisis besaran revisi target dan pagn penggunaan
PNBP;

85. rekomendasi usulan revisi target dan pagu penggunaan PNBP;

86. rekomendasi hasil assessment penerimaan dalam RBA BLU;

87. laporan hasil analisis besaran PNBP SDA;

88. rekomendasi perhitungan PNBP SDA;

89. laporan hasil analisis data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Outlook);

90. rekomendasi dan analisis terkait moniforing dan evaluasi atas
pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;

91. laporan hasil analisis piutang PNBP;

92. rekomendasi piutang yang masih outstanding;

93. laporan hasil analisis penyelesaian kewajiban pemerintahh yang
masih outstanding;

94. rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah yang masih
outstanding;

95. rekomendasi Laporan hasil analisis Pemeriksaan di bidang PNBP;

96. komnsep laporan tindak lanjut pemeriksaan di bidanig PNBP,

97. rekomendasi verifikasi dan/atau pemeriksaan atas perhitungan

PNBP (self assessment);
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98. rekomendasi atas laporan hasil analisis data terkait pelaksanaan
pengelolaan PNBP;

99. laporan hasil analisis tagihan kewajiban pemerintah sektor Migas,
panas bumi, dan subsidi;

100. laporan hasil analisis data terkait pemindahbukuan PNBP sektor
niigas dan panas bumi;

101. daftar inventaris data/masalah kebijakan sistem penganggaran;

102. laporan hasil analisis kebijakan sistem penganggaran;

103. rekomendasi kebijakan sistem penganggaran;

104. daftar inventarisasi data/ masalah pelaksanaan Standar Biaya,

103. rekomendasi Standar Biaya;

106. daftar inventarisasi data/masalaly pelaksanaan Meoenitering dan
evaluasi;

107. rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi;

108. daftar inventarisasi data/ masalah;

109. rekomendasi;

110. rekomendasi atas kebijakan/peraturan penganggaian;

111.laporan identifikasi permasalahan;

112. laporan hasil kajian;

113. laporan hasil diseminasi;

114. laporan hasil kajian awal,;

115. kertas kerja hasil assessment,

116. hasil scoring jabatai;

117.laporan hasil kajian lanjutan;

118. rekomendasi besaran;

119. hasil rekomendasi atas kebijakan remunerasi;

120. faftar masalah;

121. hasil pengumpulan data, bahan, dan referensi;

122. laporan hasil analisis;

123. rekomendasi hasil telaahan dan kajian;

124. bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran, Menteri
Keuangan atau Presiden RI;

125. laporan hasil analisis kebutuhan;

126. bahan bimbingan teknis penganggarar; dan

127.laporan bimbingan teknis penganggaran.:
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D. ANALIS ANGGARAN UTAMA/AHLI UTAMA
Uraian tugas jabatan Analis Anggaran Utama/Ahl Utama, meliputis
1. laporan hasil amnalisis aralh kebijakan fiskal dan prioritas
pembangunan nasional;
2. rekomendasi tingkat 4 arab kebijakan fiskal dan prioritas
pembangunan nasional;
3. Thasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil
exercise;
rekomendasi tingkat 4 asumsi dasar ekonomi makre
proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;

hasil pengujian parameter perhitungan RAPBN hasil exercise;

Ne w s

rekomendasi tingkat 4 usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan

(exercise) RAPBN;

8. rekomendasi tingkat 4 Postur RAPBN dalam  bentuk
I-Account;

9. hasil kajian atas dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro
terhadap APBN;

10. rekomendasi penyusunan RAPBN-P;

11. rekomendasi tingkat 4 sumbangan bahan penyvusunan KEM &
PPKF;

12. rekomendasi tingkat 4 materi pengaturan dalam RUU APBN/APBN-
P;

13. hasil pengujian Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model
Dampak APBN;

14. rekomendasi Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/ Model
Dampak APBN;

15. policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/ belanja
negara/pembiayaan anggaran;

16. rekomendasi bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;

17. rekomendasi tindak lanjut;

18. laporan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis di bidang

penganggaran;
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19. rekomendasi kebijakan pengelolaan PNBP;

20. rekomendasi kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP

21. rekomendasi usulan target penerimaan dan pagu penggunaan
PNBP secara nasional;

22. rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Ouitlook);

23. rekomendasi penyelesaian kewajiban perintah sektor Migas, panas
bumi, dan subsidi;

24. rekomendasi terkait pemindahbukuan PNBP sekter migas dan
panas bumij

25. laporan hasil analisis;

26. rekomendasi hasil telaahan dan kajian;

27. bahan paparan/pidato Direktur Jenderal Anggaran, Menteri
Keuangan atau Presiden RI;

28. laporan hasil analisis kebutuhan;

29. bahan bimbingan teknis penganggaran; dan

30. laporan bimbingan teknis penganggaran.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS ANGGARAN YANG
MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAT DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Anggaran untuk
melaksanakan tugas sesnai dengan jenjang jabatannya sebagaimana
dimaksud pada angka IV, maka Analis Anggaran lain yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan unit kerja yang hersangkutan,

2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satii jenjang jabatan
fungsional Analis Anggaran memiliki kelebihan volome beban tugas,
maka Analis Anggaran yang berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang hersangkutan,

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana diniaksud

pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

)
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a, Analis Anggaran yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran [ Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2016.

Contol:

Sdr. Triyonio Purwartoko, S.Sos., M.Sc., M.S.E., NIP. 19770220
200203 1 001, jabatan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang NI/d pada Direktorat Anggaran
Bidang Polhukhankam dan BA BUN. Yang bersangkutan ditugaskan
untuk menyusun rekomendasi atas kebijakan terkait penganggaran
dengan Angka Kredit 0,23. Kegiatan dimaksud merupakan tugas
jabatan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Triyono Purwantoko,
8.80s., M.Sc.,, M.S.E. dalam jabatan Amnalis Anggaran jenjang
Muda/Ahli Muda, sebesar 80% X 0.23 = 0.18.

b. Analis Anggaran vang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100%. (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2016.

Contol:

Sdr. Budi Satyanto, S.E,, NIP. 19781212 200211 1 001, jabatan
Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang [l1/d pada Direktorat Anggaran Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang bersangkutan
ditugaskan untuk melakukan penyusunan rekomendasi tingkat 1
hasil pengujian parameter proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN
dan wusulan kebijakan dengan Angka Kredit 0,04. Kegiatan
dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Anggaran Pertama/Ahli
Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh 8dr. Budi Satyanto, S.E.
dalami jabatan Analis Anggaran jenjang Muda/Ahli Muda, sebesar
100% X 0.04 = 0.04.
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VILPEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran

ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran melalui
pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diplema IV (DIV) di bidang
Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain
yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang 111/a;

f. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

g. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penganggaran;
dan

h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1
merupakan pengangkatan umntuk mengisi kebutuhan dari Calon
PNS.

3. Calonr PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat
sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus
diklat fungsional di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN
serta Iulus uji kempetensi.

4. PNS yang telah mengikut dan lulus diklat fungsional di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN serta lulus uji kompetensi
sehagaimana dimaksud pada angka 3 paling lama 1 (satu) tahun

harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
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5. Pelaksanaan tugas di bidang penganggaran dalam pengelolaan
APBN sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran dapat dinilai
sepanjang bukti fisik lengkap.

6. Keputnsan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis
Anggaran dibuat menurut centoh formulir yang tercantum dalam
Anak Lampiran 1 yang nierupakan bagian tidak térpisalikan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali hurufh;
b. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam
pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahumn;
¢. mnilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;
d. berusia paling tinggi:

1) 88 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran
Muda/Ahli Muda;

2) 85 (lima puluh linta) tahun untuk Jabatan Fungsional
Analis Anggaran Madya/Ahli Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabaran Fungsional Analis
Anggaran Utama/Ahli Utama bagi PNS yang telah
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

2. Pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat dihitung secara
3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, merupakan
batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran, oleh karena itu penyam paian
usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bolan sebelum

usia yang dipersyaratkan berakhir:
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Contol:
Sdr. Rusmaya Adriansa, S.E., NIP. 19620408 198603 1 001,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala
Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum, Direktorat Anggaran
Bidang Polllukhankam dan BA BUN.
Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Analis Anggaran untuk nmienduduiki Jabatan Fungsional
Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, maka penyampaian uasul
pengangkatannya sudah  diterima oleh  Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2016 dan
penietapan keputnsan pengangkatannya paling lambat akhir bulan
Maret 2017, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1962.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambalh dari
kegiatan unsur penunjang.
Contoh:
Sdr. Hendra Kurniawan Kesuma Harjaya, S.E., M.M., NIP. 197350408
200003 1 001, pangkat Pembina, golengan ruang IV/a, jabatan
Kepala Seksi Mitra PPA I, Direktorat Anggaran Bidang
Polhukhankam dan BA BUN. Yang bersangkutan akan diangkat
dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukarn
kegiatan antara lain:
a. Unsur utama

1) Diklat fungsional Analis Anggaran sebesar 20 Angka Kredit.

2) Pelaksanaan tugas penganggaran dalam pengelolaan APBN

sebesar 145 Angka Kredit.
3) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang
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1) Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
penganggaran sebagai pembahas/moderator sebesar 2
Angka Kredit.
2) Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai
peserta sebesar | Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 188 Angka Kredit ditambah Angka
Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit,
jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 Angka Kredit: Maka Sdr.
Hendra Kurniawan Kesuma Harjaya, S.E., M.M., diangkat dalam
jabatan Analis Anggaran jenjang Muda/Ahli Muda dengan tdak
didasarkan pada miasa kerja pangkat dan golongan ruang.
7. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran dibuat menurut contoh
formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini,

D. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN
Ketentuan Teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Analis Anggaran, diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Analis Anggaran.

VIII. SASARAN KERJUA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
PERTAHUN, DAN SANKSI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal talwun, setiap Analis Anggaran wajib menyusun Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun
berjalan.

2. SKP Analis Anggaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit
kerja yang bersangkutan.

3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan
sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan
kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-
masing jenjang jabatan.

4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan

turunan dari penetapan kinerja nnit atau atasan langsung.
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5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada arigka 1 harus

disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Target Angka Kredit minimal Analis Anggaran dalam waktu 1 (satu)
talhwn, terdiri atas:

a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Anggaran
Pertama/Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Anggaran
Muda/Ahli Muda;

¢. 37,5 (tiga puluh tujulh koma lima) Angka Kredit untuk Analis
Anggaran Madya/Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Anggaran Utama/Ahli
Utamia.

2. Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada angka 1
terdiri dari:

a. unsur utama tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
b. unsur penunjang.

3. Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Analis Anggaran Utama/Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

4. Analis Anggaran Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang [V/e setiap fahun sejak menduduki pangkatnya
wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang 25 (dua puluh
lima) Angka Kredit dari kegiatan analisis di bidang penganggaran
dalam pengelolaan APBN dan pengembangan profesi.

S. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

SANISI

Analis Anggaran akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS apabila

pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Anggaran
vang hanya niencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan
50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman tingkat sedang sesuai

dengan ketentuan peraturan pernndang-undangarn.
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2. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Anggaran
yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh limia persen)
dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[X. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis
Anggaran disampaikan oleh Analis Anggaran kepada pimpinan unit
kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung
jawab di bidang tata usaha setelah diketahui atasan langsung
Analis Anggaran yang bersangkutan.

2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usulan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Anggaran,
dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak
Lampiran 3A sampai dengan Anak Lampiran 3D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis
Anggaran harus dilampiri, antara lain dengan:

a, surat pernyataan melakukan kegiatan amnalisis di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN, dibuat menurut
contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini;

b. surat penyataan melakiukan kegiatan pengembangan profesi,
dibuat menurut contoh formulir yang fercantum dalam Anak
Lampiran & yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini;

c. surat pernvataan melakukan kegiatan pennnjang pelaksanaan
tugas Analis Anggaran, dibuat menurut contoh formulir yang
tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; atau

d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoli formulir
yvang tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
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Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada angka 4, harus dilampiri dengan bukdti fisik,
Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang
bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan
usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut centoh
formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Usulan penetapan Angka Kredit Analis Anggaran diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada unit yang membidangi penganggaran
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk
Angka Kredit bagi Analis Anggaran Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis
Anggaran Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang TV/e di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada wunit yang membidangl penganggaran
kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk
Angka Kredit bagi Analis Anggaran Madya/Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang [V/c di
Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan.

c. Pegjabat Adniinistrator yang membidangi kepegawaian kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada wunit yang membidangi penganggaran
untuk Angka Kredit bagi Analis Anggaran Pertama/Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan tnang I1l/a sampai
dengan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat 1, golongan ruang II/d di lingkungan Kementerian
Keuangan.

d. Pejabat Adniinistrator yang membidangi kepegawaian kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
penganggaran untuk Angka Kredit bagi Analis Anggaran
Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
IIl/a sampal dengan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda,

www.peraturan.go.id



2017, No.1179 _50-

pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d di lingkungan
Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan.

7. Pejabat yang  berwenang — mengusulkan < Angka  Kredit
menvampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka
Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penietapan DUPAK
menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian prestasi kerja Analis Anggaran dilakukan paling kurang 1
(satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Analis Anggaran mulai 1 Januari 2017 sampai dengan

31 Desember 2017 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan

Januari 2018,

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Analis Anggaran
dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahumn.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Analis Anggaran dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan
paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

4. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Analis
Anggaran harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016.

S. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
angka 4 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit.
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6. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran
pada Kementerian Kenangan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian yang
bersangkutan;

d. Analis Anggaran yang bersangkutan; dan

e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

7. Penetapan Angka Kredit Analis Anggaran, dibuat menurut contch
formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang niertipakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM
PENILAT, TIM TEKNIS, DAN TUGAS TIM PENILAT
A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Analis Anggaran, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran
di lingkungan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi
Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a sampai dengan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan
Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat di luar Kementerian
Keuangan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
pada unit yang membidangi penganggaran untuk Angka Kredit
bagi Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Anggaran
Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang
m/d di lingkungan Kementerian Keuangan.

¢. Pejabat Pimpinan Tinggi FPratama yang  membidangi
penganggaran untuk Angka Kredit bagi Analis Anggaran
Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
TI/a sampai dengan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat
Penata Tingkat 1, golongan ruang IIl/d di lingkungan Instansi

Pusat di luar Kementerian Keuangan.
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2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a haruos membuat
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan
tetap harus dibuat dan disanipaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang
ditentukan pada angka IX huruf B angka 3, maka Angka Kredit
dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, vang
secara Mngsional Dbertanggung jawalb di bidang penganggaran
setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang
berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat vang

berwenang menectapkan Angka Kredit.

1

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak

dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI
1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkar

Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran dibantu oleh Tim

Penilai, yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi penganggaran di lingkungan Kementerian
Keuangan untuk Angka Kredit Analis Anggaran Madya/Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan
Analis Anggaran Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang 1V/e di lingkungan Kementerian Keuangan dan
Instansi Pusat di Ivuar Kementerian Keuangan.

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi penganggaran untuk Angka Kredit Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama, pangkat FPenata Muda,
golongan ruang Il /a sampai dengan Analis Anggaran Muda/Ahli
Muda, pangkat Penata Tingkat 1, geolongan ruang IlI/d di

lingkungan Kementerian Keuangan.
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¢. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi penganggaran nntuk Angka Kredit Analis Anggaran
Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
Nl/a sampai dengan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat
Penata Tingkat 1, golongan ruang Il/d di lingkungan Instansi
Pusat di luar Kementerian Keuangan.

Dalam hal Tim Penilai Instansi belum dapat terbentuk, penilaian

Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran dapat

dimintakan kepada Tim Penilai Unit IKerja.

Pembentiikan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran
pada Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Pusat.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi FPratama yang membidangi
penganggaran pada Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai
Unit Kerja.

¢. Pejabat Pimpinan Tinggi FPratama yang membidangi
penganggaran pada Instansi Pusat di Inar Kementerian

Keuangan untuk Tim Penilai Instansi.

. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi penganggaran, unsoar kepegawaian, dan Analis
Anggaran.

Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 5 hurof a,
paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis
Anggaran Madya/Ahli Madya.

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka S liuruf
b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-
masing.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka S huruf c,
paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Anggaran.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, vaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Analis Anggaran yang dinilai;
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b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja
Analis Anggaran; dan
¢. aktif melakukan penilaian kinerja.

10. Masa jabatan anggota Tim Fenilai yaitu 3 (tiga) taliun dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

11. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan
secara berturuit-turut sébagaimana dimaksud pada angka 10, dapat
diangkat kembali setelah melampaui tenggang wakto 1 (satu) masa
jabatan.

12. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atan lebih, maka Ketua Tim Penilai
dapat mengajukan wusul penggantian anggeta Tim Penilai secara
definitif sesuai masa keérja yang tersisa.

13. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua
dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim Penilai.

14. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Analis Anggaran, maka anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam

penilaian prestasi kerja Analis Anggaran.

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri
atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan
berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang
diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada
Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan
yang Dbersifat khusus atau kegiatan yang menierlukan keahlian
tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada
Ketuia Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanva bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang hersifat klhiusus atau kegiatan yang memerlukan

keahlian tertentu sebagaimana diniaksud pada angka 2.

D. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
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a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
penganggaran di lingkungan Kementerian Keuangan dalam
menetapkan Angka Kredit bagi Analis Anggaran Madya/Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan
Analis Anggaran Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan dan
Instansi Pusat di iar Kementerian Ketiangan; dan

b. melaksanakan tugas lain vang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitit

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama yang membidangi
penganggaran dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama, pangkat FPenata Muda,
golongan ruang Il /a sampai dengan Analis Anggaran Muda/Ahli
Muda, pangkat Penata Muda Tingkat 1, golongan ruang III/d di
lingkungan Kementerian Keuangan;

b. melaksanakan tugas lain vang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksnud dalam huruf a,

3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan
dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Anggaran
Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongain ruang
[I/a sampai dengan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat
Penata Muda Tingkat [, golongan ruang I[I/d di lingkungan
Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan;

b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

E. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
Tata kerja Tim PFenilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri
Keuangan selaku Pimpinan [nstansi Pembina Jabatan Fungsional
Analis Anggaran.

XI. KENATKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN
A. KENAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan pangkat Analis Anggaran, dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
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b, memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebili tinggi; dan

¢. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat
di luar Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Analis
Anggaran Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/e untuk menjadi Analis Anggaran Utama/Ahli
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e,
ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat
di lnar Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan Analis
Anggaran Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat 1, golongan
ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utania Muda, golongan
ruang IV/c ditetapkan oleli Kepala Badan Kepegawaian Negara atas
nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat
di luar Kementerian Keunangan yang menduduki jabatan Analis
Anggaran Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang [I/a antok menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
/b sampai dengan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan
Keputnsan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

3. Kenaikan pangkat bagi Analis Anggaran dalam jenjang jabatan yang
lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peratirran perundang-undangan.

Contolh:

Sdr. Edy Effendi, S.E., M.M., NIP. 19770505 200104 1 001 Jabatan
Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang l1/d terhitung niulai tanggal 1 April 2014,
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Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2018, Sdr.
Edy Effendi, S8.E., M.M., menipercleli Angka Kredit Kumtilatif
sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan
pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai
tanggal 1 April 2018.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya fterlebil
dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Anggaran
Madya/Ahli Madya.

Analis Anggaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contolx:

Sdr. Eko Widyasmoro, 8.8., MH.MRGT., NIP 1978016 200504 1 010
jabatan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang [I/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada
waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar
310t

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata,
golongan ruang OI/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang II/d yakni 300 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Eko
Widyasnioro, S.8., MH.MRGT., mieniiliki kelebihan 10 Angka Kredit
dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Analis Anggaran pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
Angka Kredit yang dipersyardatkan untuk kenaikan pangkat dalam
masa pangkat yvang diduduki, pada tahun berikutinya diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 20% (dua pulull persen) Angka Kredit
dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan analisis di
bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

Contoh:

Sdr., Sarjono, S.E., M.M., NIP. 19780210 200403 1 001, jabatan
Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang
/¢, terhitung mulai tanggal 1 April 2013 dengan Angka Kredit

sebesar 223.
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Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2013 sampai
dengan 31 Desember 2013, S8dr. Sarjono, S.E., MM., telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 schingga dalam tahun
pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2014 telah
memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan
pangkat menjadi Penata Tingkat [, golongan ruang [/d; yaitu
sebesar 305

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
dimilikinya sejak 31 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2015
untuk kenaikan pangkat memnjadi Penata Tingkat I, golongan ruang
01/d, 8dr. Sarjono, Sk., MM., wajib mengumpulkan Angka Kredit
paling kurang 20% x 100 = 20.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan bagi Analis Anggaran, dapat dipertimbangkan
apabila tersedia kebutuhan jabatan Analis Anggaran dengan
ketentuan:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

¢. setiap nnsur penilaian prestasi ketja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. telah mengikuti dan lulus 1ji kompetensi.

2. Kenaikan jabatan dari Analis Anggaran Madya/Ahli Madya menjadi
Analis Anggaran Utama/Ahli Utama ditetapkan olelr Presiden
setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

3. Kenaikan jabatan dari Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama
sanipai dengan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.

4. Analis Anggaran Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi menjadi Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, Angka
Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur

pengembangan profesi.

www.peraturan.go.id



=9 2017, No.1179

Contol:

Sdr. Zaki Asfari, S.E., M.M., NIP. 19790608 200203 1 001, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang Ill/d, terhitung mulai tanggal 1
April 2014, jabatan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda, Angka Kredit
sebesar 301. Pada waktn penilaian bulan Janoari 2018, yang
bersangkutan mempereleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 105,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang 6 Angka Kredit
mendukung tugas Analis Anggaran.

b. Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang = 93 Angka Kredit
penganggaran dalam pengelolaan APBN

¢. Pengembangan Profesi

Membuat Karya Tulis di bidang 6 Angka Kredit
penganggaran dalam bentuk buku yang
dipublikasikan secara nasional
Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Zaki Asfari,
S.E., M.M., adalah 301 + 105 = 406 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Zaki Asfari; S.E., M.M., telah
memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/
pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji
kompeterisi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang
bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Anggaran
jenjang Madya/Alhli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
Analis Anggaran Madya/Ahli Madya yang akan naik jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Analis Anggaran Utama/Ahli Ttama,
Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 {dua belas) berasal dari
stub unsur pengem bangan profesi.
Contol:
Sdr. Wawan Sunarjo, M.Sc., NIP. 19700310 199404 1 001 pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai
tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya,
Angka Kredit sebesar 710. Pada waktu penilaian bulan Januari
2019, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif
sebesar 154, dengan rincian sebagai berikut:
a. Diklat fungsional/teknis vang = 12 Angka Kredit
mendukung tugas Analis Anggaran
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b. Pelaksanaan kegiatan analisis di 130 Angka Kredit
bidang penganggaran dalam
pengelolaan APBN

¢. Pengembangan Profesi
1) Membuat karya {ilmiah Thasil

penelitian di bidang penganggaran
dalam bentuk majalah yang diakui

6 Angka Kredit

oleh Kementerian yang
bersangkutan
2) Membuat buku pedoman di bidang

6 Angka Kredit
penganggaran
Jumlah keseluruhan Angka Kredit Kumnlatif yang diperoleh Sdr.
Wawan Sunarjo, M.Sc., adalah 710 + 154 = 864 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Wawan Sunarjo, M.Sc telah
memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi
sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/
pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji
kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yvang
bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Anggaran
jenjang Utama/Ahli Utama, pangkat Pemibina Utama Madya,
golongan ritang IV /d.

6. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Anggaran dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam
Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini.

XII.PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
A. PEMBERHENTIAN
1. Analis Anggaran diberhentikan dari jabatannya, apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
¢. menjalani cuti di luar tanggungan negara,
d

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

@

ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis
Anggaran; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
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2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Anggaran
dibuat memurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak
Lampiran 11 yang merupakan bhagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Analis Anggaran yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan
sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huraf ¢,
huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang
jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Anggaran.

2. Analis Anggaran yang diberhentikan sementara sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada hurul A angka 1 huruf b, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran
apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

3. Analis Anggaran yang diberhentikan karena menjalani cut di luar
tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1
huruf ¢, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsienal Analis
Anggaran, apabila telah selesai menjalani cud di luar tanggungan
negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

4. Analis Anggaran yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar
lebili dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 1 huruf-d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Analis Anggaran setelah selesai menjalani tugas belajar.

5. Analis Anggaran yang diberhentikan karena ditugaskan secara
penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali
dalami Jabatan Fungsional Analis Anggaran apabila berusia paling
tinggi:

a. 50 (lima puluh) tahun bagi Analis Anggaran Pertama/Ahli
Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda; dan

b. 86 (lima puluh enam) talnn bagi Analis Anggaran Madya/Ahli
Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama.

6. Pengangkatan kenibali dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan
menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum
diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Anggaran.
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7. Pengangkatan kenibali dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran
sebagaimana dimaksnd pada angka 4, dengan menggunakan Angka
Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional
Analis Anggaran dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub
nnsur pendidikan dan pengembangan profesi yang diperoleh selama
menjalani pemberhentian dari jabatan.

8. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran
sebagaimana dimaksnud pada angka 5, dengan menggunakan Angka
Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional
Analis Anggaran dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub
unsur pengembangan profesi yang diperolell selama menjalani
pemberhentian dari jabatan:.

9. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan
sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.
contoh:

Sdr. M. Zakaria Indra Tarigan, S.H., M.H., NIP. 19601207 199103 1
001, jabatan Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan rtuang I[V/a. Yang bersangkutan diberhentikan dari
Jabatan Fungsional Analis Anggaran dan diangkat dalam Jabatan
Administrator terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Anggaran Madya/Ahli Madya, maka
nntuk tertib administrasi usulan sudah diterima olehh Pejabat
Pembina Kepegawaian paling lambat bulan Juni 2016, karena yang
bersangkutan lahir pada bulan Desember 1960, tanpa harus
diberhentikan dari jabatan sebelumnya.

10. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis
Anggaran dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam
Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala Badan ini.
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XIII. PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016
memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang
penganggaran dalam pengelolaan APBN berdasarkan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Analis Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);

e. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang I11/ a;

f. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan
APBN paling kurang 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan

h. syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan
Fungsional Analis Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.

3. Angka Kredit Kumulatf sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya
berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.

4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing
sebagaimana tercantiim dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2016, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) talwun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) taliun, dihitang 1
(satu) tahum;
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c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tdga) tahun, dihitung 2
(dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung
3 (tiga) tahun; dan

g. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) taliun.

6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
PNS yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud
pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus
mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

7. PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebehum disesuaikan/
inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran terlebili dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyestaian/
inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

8. PNS yang telah disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional
Analis Anggaran untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi
syarat lain vang ditentiikan dalam peraturan perundang-undangan.

9. Keputusan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis
Anggaran ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-
undangan dibuat menurut contoll formulir yang tercantum pada Anak
Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisalikan dari Peraturan
Kepala Badan ini.

10. Peniyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran
harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2018,

X1V. UJI KOMPETENSI
Uji kompetensi bagi Analis Anggaran yang akan naik jabatan setingkat
lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.
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XV. PENUTUP
l. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai
kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Kepala Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan
sehaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA
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ANAK LAMFIRAN 4

FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH
SURAT FERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN ANALISIS DI BIDANG PENGANGGARAN

DALAM PENGELOLAAN AFPBN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS DI BIDANG PENGANGGARAN DALAM
PENGELOLAAN APEN

Yarig bertanda tarigan di bawah ini;

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan baliwa:

Nama

NIP

Pangkat /golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit ketja

Telah melakukan kegiatan analisis pengelolaan APBN sebagai berikut:

Jumlah Avigha Jumilah Keterangany

No Uraian Kegiatan Tanggal S;:;l]n "Yol'ume Kredit Angk.a bukti fisik
Kegiatan Kredit

I 2 3 4 9 (3] i 8

1.

27

3.

4.

D,

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.. e e .
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ANAK LAMFIRAN &

PERATURAN KEPALA BADAN

NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

2017, No.1179

KEPEGAWAIAN

TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PFEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH
SURAT FERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

_ SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRO

Yang bertanda tangan di bawal .

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Mernyatakan bahiwa,

FES]

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja
Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:
S Jumlah _ | Jumlah T
No.| i kogasan | rnggat | 320 | elume | 42682 |t | teranen/
Kegiatan Kredit
1 2 3 i 5 ) 7 8
1,
2,
3
4.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIF:. covvies vonnes .
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ANAK LAMFIRAN &
FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PFEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

SURAT FERNYATAAN TELAH MELAKUKAN

KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawaly .

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahiwa,

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Analis Anggaran sebagai berikut:

Jumlah Jumlah

Ne Uraian Kegiatan | Tanggal blr_l[;";af] Valume ﬁ?f(lﬁ Angka K]e) Eiitaﬁiﬁ/
Kegiatan ’ Kredit i
1 2 3 4 =) & 7 8
It
2,
3.
4,
5.
st

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIF:. covvies o .
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ANAK LAMFIRAN 7
FERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/

TEKNIS ANALIS ANGGARAN

SUJRAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN PUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Utiit kerja

Menyatakan bahwa

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis Anggaran sebagali berikut:

. ' Satuan Jumlah Angka wummlaly Keterarigan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Volume Kredit Angka Biikti fisik
Kegiatan ' Kredit )
1 2 E 4 5 & 7 &
1,
2.
3.
4.
S
st

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOI

SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN

-70-
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ANAK LAMFIRAN 8

PERATURAN KEPALA  BADAN
NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 20 17
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yt

Pejabat Pengusul Penetapan Angka. Kredit

Jabatan Fungsional Analis Anggaran ¥)

Dr
Termpat

KEPEGAWAIAN

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas

nama-nama, sebagai berikut:

NO

NAMA/ NIP

JABATAN

PANGKAT/
GOLONGAN RUANG

UNIT KERJA

b

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*) Tulis nama jabatannya

Pimpinan Unit kerja paling rendah
Pengawas?*)
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ANAK LAMPIRAN ©
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG FPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

PENETAPAN ANGEA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR i v

RIS wnsisnninionirin wih darmwiaidinniisond Mg PERlATAT: i vouivammvimuini i vis

[ | KETERANGAN PERORANGAN

Namma

NIP

Nomor Seri EARPEG

Pangkat/Golongarn ruang TMT

Tempat dan Tanggal lahir

Jeniis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Jabatan Pungsional/TMT

=[O [ | | G0 A |

Lama
Baru

W | oo

Masa Kerja Golongan

10 | Unit Kerja :

[1 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

A | Pendidikan Sekelah

B | Angka Kredit Penjenjangan

1 | UTAMA

a. Pendidikan dan pelatiban fungsional/teknis. dibidang
penganggaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

¢. Kegiatan analisis di bidang penganggaran dalani
pengelolasn APEN

| d, Pengembangan Profesi

Jumlal Unsur Utama

2 | PENTUNJANG
| Kegiatan Penunjang Analis Anggaran

Jumlah Unsur Penurjang

Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan

[1I | DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINATKKAN DALAM JABATAN ... vecor vueereees /
PANGEAT vvvvis sre o vae e
ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkarn el .. vov v e
Kepala Badan Kepegawaian Negara Pada tmlgga.l

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran
pada Kementerian Keuangan, Nama Lengkap

2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit: BELPS ininiavniesn ah vosrmmanaidinindosin e wi s
3. Sekretaris Tim Perilai yang bersangkutan:
4. Kepala Bire Kepegawaian/Bagian Kepegawaian [nstansi yang

bersangkutan*); ' )
. Analis Anggaran yang bersangkutan; dan
Pejabat lain yang dipandang perl,

o
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ANAK LAMPFIRAN 10
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FEUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/ PIMPINAN LPNI #)
NOMCOR ..
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALANM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK.*)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Anggaran yang lowong, Saudara
......... NIF .. ..opwe o jébatan ... ... pangkat/golorngan ruang ... .. telah
memenuhi syarat dan dianggap cakep untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan
setingkat lebili tinggi:

Mengingat . L, Undang-Undang Nomor & Tahun 2014,

2, Peraturan Pemerintali Nomor 11 Tahun 2017;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara den Reformasi Birokrast
Republik [ndenesia Nomor 21 Tahun 2016

4, Peraturan Kepala Badan Kepsgawaian Negara Nomor 14 Tahun 2017,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA ¢ Terhitung moulal farggal e mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b, NIP
c. Pangkal/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dari Jabatan TFungsional Analis Anggaran Jjenjang .. e .. Ke o dalami
Jeabatan Fungsional Analis ANggaran Jenjemg ......... dengan angka kredit
sebesar .. TR ).
KEDUA E
KETIGA 1 Apabila di kemudian harl ternyata terdapat kekPlu‘uaIl dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangku tan
untiuk diketehiii dan diindahkan sebagaimana mestinya.
ditetapkan-di ...
pada tanggal
NIP,
TEMEUSAN;

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regicnal BKN yang bersangkutan®);
2. Pejabal Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran
pada Kementerian Keuangan;
. Kepala Birg Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan®);
Pejabal yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor: Pelayanan Perbendahar: aa.n Negara/ Kepala Biraf
Bagian Kenangan yang bersangkutan*); d
Pejabal lain yang dianggap perln.

(o

¥ Ceret yang tidak perlu.
¥ Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perii,
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ANAK LAMFIRAN 11
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

KEPUTUSAN
MENTER!/PIMPINAN LPNI*)
NOMOR .. .o .

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
MENTERI/FIMPINAN LENK,#)

Menimbang . A, bahiwa berdasarkan SULEL ... o Nomor ... .. ... tE§nggal ... ...
perihal usulan pemberhentian dari Jabsatan Fungsional Analis Anggaran
Karena . ¥4)

b. balhiwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Analis Anggaran,
Mengingat i 1. Undang-Undang Nomor § Tahun 2014}
2. Peraturan Pemerintah Normor 11 Talinn 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Tndonesia Nomior 21 Tahun 20 16;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...

MEMUTUSKAN:
Menetapkan E
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ... memberhentikan dari jabatan Analis Anggaran:
a, Nama 1 iene sEeGe OIS e ORGSR TS IS ORI
b, NIP .
¢. Pangkat/Golongan ruang/TMT
. Jabatan ¢ s
e. Unit Kerja JE ”
KEDUA T St 0 AN RN 155 SN 155 SN T8 SNSRI
KETIGA v Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ind,
akan diadakan perbaikan dan perhitiingan Kermbali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindalikan sebagaimana mestnya.
ditetapkan di .. "
pada tanggal oo s s
NIP.
TEMBUSAN

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regicnal BKN yang bersangkutan®);
2. Pejabal Pimpinan Tinggl Madya yang meimbidangi peniganggaran
pada Kemenferian Reuangan;
- Kepala Bira Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan®|:
Pgjabal yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
. Kepala Kantar Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepdla Bira/
Bagian Keuangan yang bersangkiitan®);
6. Pejabal lain yang dianggap perlu

Wi W

¥ Caret yang tidak perln. )

#¥) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama. nomor surat,
tanggal cdikelnarkan surat, perihal surat pengnsulan periberhentian dari jabatan kareuaa ...

**+) Diigl apabila ada penambahan diktum yang dianggap perluo.

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMFIRAN 12

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG FETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK #)
NOMOR i saasssssmmmimnsasss s
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkarn
PERTAMA

EEDUA
KETIGA

TEMBUSAN!

MENTERI/PIMPINAN LFNK,*)

bahwa Saudars ... ... NIF wovurivinnn pangkat/golongan ruang ... ..

jabatan e telah memenulli syarat dan dianggap cakap untuk diangkat

kembali dalami Jabatan Funggionsl Analis Anggaran;

L. Undang- Undang Nomor § Tahun 20 14,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi
Republik [ndonesia Nomor 21 Tahun 2016

4. Peraturan Kepala Badsen Kepegawsian Negara Nomor 14 Tahuf 20 17,

MEMUTUSKAN:
Terhitung mulai tanggal ........... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a, Nama ;
5. NIP

¢, Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja o
Dalami jabatan ... dengan angka kredit sebesar

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelirian dalam Keputisan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinye.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestnya.

ditetapkan di coa s
Ppada tanggal .......... R AR——

NIF.

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan®)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran

pada Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Kepégawaian/Kepala Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan®);

Pejabal vang bervenang menetapkan angka kredit:
. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Bira/

Bagian Keuangan vang bersangkutan®)i dan
6, Pejabal lain yang dianggap perlu,

¥) Caret yang tidak perln.
*¥ Diisi apabilaada penambahan diktumvang dianggap perlu,

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMFIRAN 13
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENYESUAIAN / INPASSING

‘ KEPUTUSAN
MENTERI/ PIMPINAN LPNK )
NOMOR ... v oo

PENYESUAIAN / INFASSING DALAM' JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER]/ PIMPINAN LFNIC,*)
Menimbarig ¢ baliwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang loweng, Saudara ... NIP
jabatan ... pangkat/golongan muang ... telah

mﬁmenuln syarat da_n changgap cakap unmik diangkat dalam Jabatan
Pungsional Analis Anggaran meélalul penyesnaian/inpassing,

Mengingat 1. Undang-Undang Nemor & Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintali Nomor 11 Taliun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik [ndenesia Nomor 21 Tahun 2016,
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Namor 14 Tahun 2017,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU ¢ mengangkat:
a. Nama
b. NIP
c Pangkat/Gelengan ruang/’f‘MT
. Unit Kerja .
Terhltung mulai  tanggal ... d.lSPS uaJkaﬂ/ inpassing da]am Jabatan
Fungsional Analis Anggaran jenjang ... ... dengan angka kredit sebesar
-------- (R
REDUA L et e e e e k)
KETIGA i Apabila di ketmadian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikari dan perhitingan kemball sebagaimarna miestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ....ooviieiiiinin
pada tanggal .. i ;
TEMBUSAN:

1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan:
2. Pejabal Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran
pada Kementerian Kenangai,
. Kepala Bire Kepegawaian/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan®):
< Pejabat vang berwenang menetapkan angka kredit!
Kepala Kantor Pelayanan: Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/
Bagian Keuangan vang bersangkttan®); dan
6. Pejabal lain yang dianggap perlu.

oW

) Coret yang tidak perlu.
) diisi apabila ada penambalian diktum.

www.peraturan.go.id
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ANAR LAMPIRAN 1

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG FPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPNK*)
NOMOR .
TEN I‘AN.G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK*),

Menimbang : a. bahwa Saudara ........... NIP .o parigkat/golongan ruang
. telah memenuhi syarat dan dlanggap cakap nntuk diangkat dalam
J abaxa.n Fungsional Analis Anggaran;
b, bahwa berdasarkan kebutuban jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkuten dalam Jabatan Fungsional Analis
Anggaran;

Mengingat L. Undang-Undang Nomor 5 Talnin 20 14,
2, Peratiiran Pemerintall Nomor 11 Tahun 2017,
3. Peraturan Mernteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2016,
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Taliun 2017,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU . Calen Analis Anggaran di bawah imi:
a. Nama i
b, NIP
¢. Pangkat/golongan ruang/ TMT
. Unit kerja
Terhitung mulai tanggal .. dlangkai clalam JabaLan P‘ungmona] Analis
Anggaran Jenjang .. .. .. denga.n angka kredit sebesar wuwn o (v )
KETIGA ¢ Apabila di kemudian harl ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akarn diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ..o
pada tanggal oo i
TEMBUSAN:

1 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan);
2, Pejabat Pimpinan Tinggl Macdya yang membicangi penganggaran
pada Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Bagian Kepegawaian ingranst
yvang bersangkutan®):
4. Kepala Kantor Pélavanan Perbendaharaan Negara/Kepala: Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*)i dan
3. Pejabat lain yang dianggap perhi.

#) Coretyang tdak perlu.
¥*) Diisi-apabila-ada penambahan diktum yang dianggap perl.

www.peraturan.go.id
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ANAK LAMFIRAN 2

PERATURAN  KEPALA BADAN  KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

KEPUTUSAN
MENTERI/ PIMPINAN LPNK¥)
NOMOR icoviisiiin
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK¥),

Menimbang ; babwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara ... ., NIP
...... v jabatan ..., pangkat/golongan ruang ... telah memenuhi
syarax dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Iabataﬂ Fungsional Analis
Anggaran melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat L. Undang-Undang Nomor 5 Taluin 20 14,
2, Peratiiran Pemerintal Nomor 11 Tahun 2017,
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birakrasi Nomor 21 Tahun 2016,
4, Peratiiran Kepala Badan Kepegawsian Negara Nomior 14 Taliun 2017,
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU ¢ Mengangkat:
a. Nama
[>. NIP
. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Terhitung mulai tanggal ... dLangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
ANGEATAN  JEMJANE e v dengan angka kiedit sebesar "
foes )
KETIGA ¢ Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekelirian dslam keputugan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... i ianiii
pada tanggal ..o
TEMBUSAN:

L. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN
yang bersangkiitan®);
2. Pejabat Pimpinan T1ngg1 Madya yang membidangi penganggaran
Pada Kementerian Keuangan;
3. Kepala Bira Kepegawalan/Bagian Kepegawaian nstansi
yang bersangkirtan®):
. Kepala Karitor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Bira/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®); dan
5. Pgjabat lain yang dianggap perlu.

o

¥ Coretyang tictak perlu.

www.peraturan.go.id



0. 2017, No.1179

=68 -

¥ Diisi apabila acda penambahan diktum yang dianggap perlu,

www.peraturan.go.id
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DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

ANAK LAMPIRAN 3A
PERATURAN KEPALA BPADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TTINGSIONAL ANALIS ANGGARAN PERTAMA/AHLI PERTAMA

Nomtor

MASA PENILAIAN ;

Bulan'.,,..

,os/d Bulan..,

oaesnn Tahon.,

NO.

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri

Kartu Pegawai "

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamrin

o Rl el B S B

Pendidikan

yang diperhitungkan angka kreditnya

ST

Jabatan Analis Anggaran / TMT

&

Masa Kerja

golongan lama

9, | Masa Kerja

golongan bam '

10, | Uniit Kerja

UNSUR YANG DINILAL

NQ

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU

JUMLAH | LAMA | BARU.

JUMLAH

o

3

F

5 ] Vs

&

1 |UNSUR UTAMA

A, |PENDID.

TKAN

1, |Pen

didikan sekolah den memperoleh ijazah/gelar

Mengikirti Pendidikan sekolah dan memperoleh fjazah/gelar

1) |Doktor (S3)

2) |Magister (S2)

3) Saijana/Diploma v

2, |Pen:

dan

didikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional

Analis Anggaranserta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan

Pelatihan (STTPP) atan Sertifikat

Mengiknti pendidikan dan pelatihan fiingsional /teknis Jabatan
Fungsional Analis Anggaran gdan memperolel Surar Tanda
Tamat Pendidikan dan Peldtihan (STTPP) atau Sertifikat

1), |lamanya lebih dari 960 jam

2) |lamanya antara 641-960 jam

3). |lamanya antara 481-640 jam

4) |lamanya antara 161-480 jam

5), |lamanya santara 81- 160 jam

6) |lamanya santara 31-80 janr

7) |lamanya kurang dar 30 jam

3. |Péndidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengilkuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

IPend.idikan dan pelatiban Prajabatan tingkat III

B, [ANALISI

S DI BIDANG PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN APBN

Analisis penganggaran dalam pengelolaan APBN

1

Menginventarisasi data dan klasifikasi arah kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunan nasional per tema/hidang

Menyusun rekemendasi tingkat | hasil analisi$ arah kebijakan
fiskal dan prioritas pembangunan nasicnal

Menginventarisasi data, bahan, dan parameter penynsonan
asumst dlasar ekonomi makro

Menyusun reltomendasi ringkat 1 hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekoiromi makre

Menginventarisasi data, bahan dan parameter penyusunan
usirlan kebijakan dan proyeksi perhitiingan (exercise) RAPBN
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UNSUR.

SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANST PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

2z

3 4 s () T 8

Menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil pengnjian parameter
proyelksi perhitungan (exercise) RAPBN danusulen kebijakan

Menyustin rekomendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter
penyusunan postur RAPBN

Menginventarisasi data dan bahan relaahan kebijakan fiskal dan
ckonomi makro

Menginventarisasi kebitohan data, bahan, dan parameter
penyusunan KEM & PPKF

10

Menyusun rekomendasi tingkat 1 atas hasil pengujian data.
bahan, dan parameter penynsiman KEM & PPKEF

11

Menginventarisasi bahan dan data materi pengaturan dalam
RUU APBN/APBN-P

Menyusun relomendasi tingkat 1 Laporan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
anglka dalam RAPBN/RAPBN-F serta ke bijakan strategis
Pemerintal

13

Melakirkan inventarisasi kebutuhan bahan dan data
penyusunan Model Perencanasn APBN / Model Fiskal / Model
Dampak APBN

14

Menginventarisasi kebutuhan bahan dan data penyusunan
policy paper di bidang asumsi makro / pendapatan negara /
belanja negara [ pembiayasn anggaran

15

Menyiapkan policy paper dibidang asumsi'makro. / pendapatan
negara [ lyelanja negara / pembiayaan anggaran

16

Menginve ntarisasi kebutuhan pbahan penyusunan
RAPBN/RAPBN-P

17

(Menganalisis balian penyustman RAPBN/RAPBN-P

18

Menginventarisasi hasil-hasil kesepakatan antara Pemerintah
dan DPFR-RI

19

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data bahan revia angka
dasar dan/atay perkiraan maju

Menganalisis angka dasar danfatau perkiraan maju kebittuhan
dasar per satkel

Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per program

232

Mengidentifikasy dan menginventarisasi data terkail arsitektur
dan Informasi kinerja penganggaran

23

Merancang arsitektur den informasi kinerja penganggaran

24

Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja
Penganggaran per program

Mengidentifikasi dan menginventarisasi ‘data terkait
penyusunan pagn

Menganalisis pagu per program

(Mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter
Inisiatif Baru

28

(Mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter
konsolidasi dan penajaman pendanaan kegiatan prioritas
nasional (pertemuan tigs pihak)

29

Mengidentifikasy dan menginventarisasidata dan parameter
penyusunan rencana’ieerja K/ L

Menyiapkan dan mengidentifikast bahan dan parameter rencana
kerja dan anggaran

3

=

Menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter
penelaahan rencana kerja dan anggaran

Menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter revisi
anggaran

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran

Melaksanakan menitoring dan‘evaluasi aspek implementasi

e ngumpnlkan dan mentabulesi data lapangan dalam kegiatan
monitoring dan evaluasi

Menyiapkan dan mengidentifikasi data dan paramete:
persetnjuan pendanaan pekerjaan talum jamak

Menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter standar
biaya

menginventarisasi den mengidentifikasi dara dan parameter
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
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ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSTPENGUSUL TIM: PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 P 3 4 5 & X 8

39

menginventatisasi dan mengidentifikasi data dan parameter
penghitangan sanksi/ganjaran bagi K/L

(Mengidentifikasi dan menginventarisasi/data dan parameter
indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN (Renstra. KPIM.
hasil Monitoring dan evaliasi)

4

e

menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter
peryusinan osul tambahan anggaran

Menganalisis kelengkapan maiert pengaturan di bidang,
pengelolaan belanja KfL dan BUN

3 |Menyiapkan dan mengdentifikasi parameter dan data

pendukung

Menginventarisasi pokok-pokok bahasan dalam pembahasan Tjin
Pemanfaatan Belanja BUN

43

Menyiapkan data parameter alokasi BUN

Menyiapkan data tanggapan atan tindak lanjut hasil
pemeriksaan

47

(Menginventarisasi data terkail potensi, jenis. dan tarif PNBP

48

Mengide ntifikesi permasalahan jenis dan tarif

49

Menginventarisasi data terkail penggunaan sebagian daia PNBP

Mengidentifikast permasalaban terkait penggunaan sebagian
dana PNBP

Menginventarisasi data terkait kebijalcan pengelolasn PNBP

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait kebijakan
dispensasi pengelolaan PNEP

o
&

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data target dan pagu
penggunaan PNBP

34

(Memvalidasi data target dan pagu penggunaan FNBP

55

Mengidentifikadi dan menginventarisasi data terkait revisi target
dan pagu penggunaan PNEP

56

Memvalidasi data revisi target dan pagu penggunaan PNBP

4

Mengidentifikast dan menginventarisasi data terkait penerimaan
dalam RBA BLU

38

Memvalidasi data terkair penerimaan <alam RBA BLU

59

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data PNBP dan
kewajiban pemerintah dari PNBP SDA

Memyalidasi data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP
SDA

Menginventarisasi data laporan realisasi dan perkiraan realisasi
TPNBE [Outlook)

2 |Mengidentifikasi dlan menginventarisasi data rerkait

pelaksanaan peraturan di bidang PNBP

ol
&>

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait
penyelesaian piutang PNBP

64

‘Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait
penyelesaian kewajiban pemerintah

5 |Mengidentifikast dan menginventarisasi data tindak lanjur hasil

Pemeriksdan di bidang PNBP

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data hasil perhitungan
PNBP (self assessmernt)

7 |Mengidentifikass data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBF

Memvalidasi data ferkait pelaksanaan pengelolaan PNBP

e nginventarisasi bahan terkair tagihan kewajiban pemerintah
sekior migas, panas bumi, ¢dan subsidi

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait
pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumy

Mengolah data perumusan kebijakan sistem penganggaran

Mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya

Menyusun kajian-usulan Standar Biaya

74

Mengolah data terkait pelaksanaan Monitoring dan evaluasi
Kinerja Penganggaran
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ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR EEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU' | JUMLAH | LANMA | BARU | JUMLAT
q 2 3 4 5 G s 8

75

Kompilasi data tematik penganggaran

76

Mengolah data penerapan sistem penganggaran

(Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
kebijakan/peraturan penganggaran

78

Mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalalian
im plementast kebijakan fperaturan penganggararn

79

Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau
permasalahan pada tataran implementasi

30

(Mendisenrinasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan/peraturan kepada stakeholders

8

=

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
besaran hak keuangan/remunerast

82

Melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran halc
kewangan /remunerast

Melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang
diusulkan besaran hak keuangan /remuncrasi

Memberikan pembobotan terhadap hasil assessment bersama
instansi/ stakeholders terkait

5 [Melaksanakan kajian: lanjutan terkait usulan besaran halc

kenangan/remunerast

(Menyustn relomendasi besaran hak keuangan/remunerasi

&*
~¥

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan
besaran hak keuangan/remunerast

88

Mengkaji dampak fiskal yang mungkin timbunl dad kebijakan
e munerasi

89

Menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi

Mengidentifikasi masalah kajian pengembangan /tematik

Menginve ntatisasi data terkait kajian tematik dan
pengemrbangan

o |[Menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan

Menyosim rekomendasi kajian tematike dan pengembangan

(Menyustn bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan

95

Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran

96

Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran

97

Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran

C. |PENGEMBANGAN PROFESI

1.

Pembuatan karya tolis/karya ilmiah di bidang penganggaran

a;

Membual karva tulis /karya ilmigh hasil penelitian/
pengkajian fsurvei/evaluasi di bidang penganggaran yang
dipublikasikan:

1) |Dalam bentuk buku yang ditethitkan dan diedarkan secara
nasional

2

Dalam bentul majalah ilmiah yang diakuioleh Kementerian
yang bersangkutan

. |Membuat karya tulis/karya ibmiah hasil penelitian /

pengkajian /survei/ evaluasi di bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan i perpustakaan:

L). |Dalam hentnk buku yang diterbitikan dan diedarkan secara
nasional

Dalam henfokinajatah itmish yang diakni aleh Kementerian
yang bersanglutan

. |[Membuat karya tulis /karya ilmial berupa tinjauan atau ulasan

ilmiah hasil gagasan sendinl di bidang penganggaran yang
dipublikasilkan:

1), |Dalam bentok buku yang diterbitikan dan diedarkan secara

2) |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
yang bersangkutan

. |Membuat makalah herupa tinjauan atan ulasan ilmiah hiasil

gagasan sendifi dalam bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan ‘tetapi didokumentasikan di perpustalaan:

1) |Dalam hentuk uku

2) |Dalam majalah
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ANGEKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR EEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 gl 5 & ¥ &

e, [Membual tulisan ilmiah populer di bidang penganggaran: yang
disebariuaskan melalnymedia massa yang merupakan satu
kesatinan

f. |[Menyampaikan prasaran berupa tinjatan, gagasan, atau nlasan
ilmiah dalam pertemuan flmiah nasional (tidak harus
memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpuolan akhir)

2. |Penerjemahan/penyadoran buki dan bahan lainnya di bidang
penganggaran

a. |[Menerjemahlkan /menyadur di bidang penganggaran yang
dipublikasikan

1) |Palam hentukbuku yang diterbitikan dan diedarkan secara
nasional

2). |Dalam hentuk majalah fimiah tingkat nasional

b. |Menerjemahkan /menyadar di bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan ;

1) |Dalam bentulk buku

2) |Dalam bentuk majalah yang dialon oleh stansi yang
berwenang

w

Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di'bidang
penganggaran:

a. |Menyusun ke tentuan pelaksanaan di bidang penganggaran

b, |[Menyusun ketentuan telmis di bidang penganggaran

JUMLAH UNSUR UTAMA

IL

PENUNJANG TUGAS ANALIS ANGGARAN

ol

Pengajar/ pelatih di'bidang penganggaran

ll\ll.e.uga]a.r/ melatih yang berkaitan dengan bidang penganggaran

Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penganggaran

1, |Mengiluti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di hidang
penganggaran sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

b |Pembahas fmodeTator

 |Peserta

15

. |Mengiluti /berperan serta sebagaidelegasi {lmiah sebagai:

a II(ema

b ]Anggpta

@]

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional @

L. |sebagai Pengurus aktil

2. |sebagai Anggota aldil

Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Anggaran

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Anggaran

Perolehan penghargaan /tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya

L. |30 (tiga puluh) tabun

2. |20 (dua pulub) tahun

3., |10 (sepulnh) tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan Didang

L. |Sarjana {81)/ Diploma 1V

2, |[Magister [S2)

3. |Doktor (S5)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 6 7 3

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

L. Surat pernyatasan melaknkan kegiatan ...
Surat pernyataan melakukan kegiatan' ...
. Surat pernyataan méelakukan Kegiatan ...

. Surat pernyataan melaknkan kegiatan pengerbangan profesi
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

. dan seterusnya

o U B W

Catatan Pejabat Pengusul :

b)

4, dan seterusnya

( jabhatan )

(nama pejabat pengusul )

NIP,

Catatan Anggota Tim Penilai :

4., dan seterusnya

( Nama Penilai I )
NIP,

(Nama Pemnilai 1 )

NIP.

VI |Catatan Ketna Tim Pemilai:

—_

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilat.

(Nama ]

NIP,
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ANAK LAMPIRAN 3B
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN MUDA/AHLI MUDA

2017, No.1179

Nomor:

B2 17 i N s /d Bulan... ..o, TAREL .

NO KETERANGAN PERORANGAN
Nama
2, |NIP
3, | Nomor Seri Kartmr Pegawai i
4, | Tempat dan Tanggal Lalvir
‘5. | Jenis Kelamin i
6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kre difniya
7. | Jabatan Analis Anggaran ) TMT
8. | Masa Kerja golengan lama
9, | Masa Kerja golongan baru
10. | Unit Kezja Y
UNSUR YANG DINILAT
ANGKA KREDIT MENURUT

e UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR EEGIATAN INSTANSI FENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH

2 3 4 & & 7 8

1 |UNSUR UTAMA

A,

PENDIDIKAN

1, |Pendhidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar

Mengikuti Pendidikan sekolah dafi memperoleh ijazah fgelar

1) | Delor (S3)

2} |Magister (S2)

3) |sarjana/Diploma IV

Péndidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional
[ Analis Anggaran setta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelathan (STTPP) atau: Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Anglis Anggaran dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikar

IS

lamanya lebih: dari 960 jam

i)

lamanya antara 641-960 jam

He

lamanya antara 481-640 jam

]

lamanya antara 161-480 jam

lamanya antarva 81-160 jam

o

6

lamanya antarva 31-80 jam

7)

lamanya kurang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan: prajabatan:

|Bendidilkan dan pelatihan Prajabatan tingkat [

. JANALISIS DI BIDANG PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN APBN

| Analisis penganggaran dalam pengelolaan APBN

1 |Menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan
nasional per tema/bidang

2 |Menyusun rekomencdasi tingkat 2 Laporan hasil analisis arah
kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional

3 |Menganalisis perkemlyangan asumsi dasar ekonomi makre

4 |Menyasun rekemendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekonomi makro

5 |Menganalisis perhitungan dan realisasi APBN

6

Menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parame ter
proyeksi perhitungan (exercise) RAFBN dan usulan kebijakan
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NO

UNSUR YANG DINILAL

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR EEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI FENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

BARU | JUMLAH | LAMA

BARU

JUMLAH

>

3

2 5 &

(4

&

Menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parame ter
penynsunan pestur RAPBN

Menynson dan menganalisis realisasi APBN birlanan

Menguji parameter penyusunan KEM & PPKF

Menynsun rekomendasi tingkat 3 atas hasil pengnjian data,
bahan, dan parameter peayusunan KEM & PPKF

Menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan
kesesunaian dengan angka ddlam RAPBN/RAPBN-Pserta
kebijakan strategis Pemerintah

Menynsun rekomendasi tingkat 2 Laporan hasil analisis
kelenglcapan mareri dalam pasal-pasal dan' kesesuaian dengan
angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis
Pemrerintah

13

Melakiikan uji statistile data dan bahan penyusunan Model
Perencanaan APBN / Model Fiskal / Model Dampak APBN

14

Menmvalidasi data dan bahan penyusunan policy paper di bidang
asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/ pembiayaan
anggaran

Menyiapkan policy paper di bidang asumsi malkro / pendapatan
negara. / belanja negara / pembiayaan anggaran

16

Mengkaji data dan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P

17

Menganalisis bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P

18

Menganalisis, mensinkronkan, dan mengoreksi materi dalam
Nota Keuangan & RAPBN/RAPEN:P

19

Membahas laporan hasil analisis, sinkronisasi, dan koreksi
wateri dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPEN-P

Menganalisis engka dasar dan/atau perkiraan majn kebutahan
dasar per progrant

Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan
dasar per K/L

Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja
penganggaran per program

Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinetja

Menganalisis pagi per program

Menganalisis pagu per bagian anggaran

Menganalisis pagu per sumber dana

Menganalisis kebirtuhan inisiatil baru

Menilai kelayakan proposal inisiatif bam

Menganalisis rancangan Rencana Kerja K/ L dalam pertemaan
tiga pihak

Menganalisis usulan perubahan pagn ndikatif’

Menganalisis-data terkait penyusunan rencanda kerja per
program

Menyasun RKA satker /REA BUN

Menganalisis usulan RKA BUN

Menelaah rencana kerja dan anggaran

Menganalisis kebutnhan revisi anggaran

Menynsnn sl revisi anggaran

Meirilai ustlan revisi rencana kerjadan anggaran

Menganalisis evalnasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebelumnya

Menyiapkan bahan monitoring dan evahrasi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek kontels

Menganalisis-data lapangan dalam kegiatan monitoring dan
evaluass

42

Menynson nsulan pendanaan pekerjaan tahmn jamalk

43

Menilai nsulan persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak

44

enyusun usulan standar biaya

45

Menilai usulan standar biaya

Menganalisis Rencana Bismis dan Anggaran’
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UNSUR YANG DINILA]

ANGEKA EREDIT MENURUT

NG -
UNSUR. 8UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [NSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2l Es 3 4 5 3 7 &

a7

Menelaah RBA

48

Mernilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L

49

Menganalisis indikasi kebutnhan dana pengelnaran BUN per
KPA

Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per
Bagian Anggaran

Mengidentifikasi perubahan-perubahian parameter

Menganalisis kebutuban rambahan anggaran (KPA)

Menildi kebutuhan tambahan anggaran {PPA)

54

Menelasgh usul rtambeaehan anggaran

55

Membahas laporan hasil analisis kelengkapan materi
pengaturan-di bidang pengelolaan belanja K/1 dan BUN

56

Menyusun Permohonan Pemantaatan Belanja BUN

57

Menelaab Tjin Pemanfaatan Belanja BUN

58

Menganalisis parameter alokasi BUN

59

Menyusun usulan jenis dan tarif FNBP

Mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif PNBP

Menganalisis jenis dan taril PNBP

Menyusun usulan penggunaan sebagian dana PNBP

Mengidentifikasi permasalahan terkail penggunaan sebagian
dana PNBP

Menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP

Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan PNBP

Menyusun ustilan dispensasi pengelolaan PNBP

Menganalisis permasalahan dispensasi pengelolaan PNBP

Menyusnn usulan target dan pagn penggunaan PNBP

Menganalisis: dampak asiumsi makro terhadap target PNBP

Menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP per
satker

Menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNEP per
K/L dan BUN

Menyusun ustlan tevisi target dan pagu penggunaan PNBP

Menganalisis besaran revisi target dan pagi penggunaan PNBP

Menyusnn usulan RBA BLU

Menganalisis penerimaan dalam RBA BLO

Menganalisis dampak asumsi makro dan kewajiban pemerintah
sektor SDA terhadap PNBP SDA

Menyusun data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Qutlook)

Menguji validitas data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP
(Oirtook)

79

Menganalisis: dampak asiumsi makro terhadap realisasi dan
perkiraan realisasi PNBP (Qutlook)

80

Menganalisis pelaksanaan peraturan di bidang PNBP

81

Menyusun konsep laperan penyelesaian pintang PNBP

82

Menynsnn konsep laporan pemyelesaian kewajiban pemerintah

83

Menganalisis permasalahan tindak lanjut hasil Pemeriksaan di
bidlang PNBP

84

Menynsnn pelapuran perhitnngan PNBF (self assessment)

85

Menganalisis permasalahan Laporan' hasil analisis perhitungan
PNBP (self assessment)

86

Menganalisis terhadap hasil validasi data terkait pelaksanaan
pengelolaan PNBP

87

Menguji validitas tagihan kewajiban pemerintah sektor migas,
panas bumi, dan subsidi

88

Menguji validitas data terkait pemindahbukuan PNBP seldor
migas lan panas bumi

89

Menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem penganggaran

20

Mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya

91

Menyusun Kajian usulan Standar Biaya
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NO
UNSUR: SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | .JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 (3 7 &

92

Menganalisis usulan Standar Biaya

a3

Menganalisisdata hasil monitoring dan evaluast

94

Menganalisis hasil kompilasi data

Menyusun konseplaporan Laporan hasil analisis

26

Menganalisis data penerapan sistem penganggaran

a7

Menganalisis dan meng harmonisasikan usulan
kebijakan/peraturan penganggaran

28

Menganalisis dampak anggaran/fiskal atas asulan
kebijakan /perataran

29

Mengidentikasi dan menginventarisasi permasalahan
implementasi kebijakan/ peraturan penganggaran

100

Mengkaji peraturan yang mengalami kendala ¢lan /atan
permasalahan pada tatavan umplementasi

Mendiseminasi laporan hasil evaluast tmplementasi
kebijakan fperaturan kepada siakeholders

Melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

Melaksanakan assessmeni terhadap pemangkn jabatan yang
diusulkan besaran hak kenangan/remunerasi

104

Memberikan pembobotan terhadap hasil assessment bersama
instansi/ stakeholders terkait

105

Melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak
keuangan/remunerasi

106

Menyusun rekomendasi besaran hal: keuangan/remunerasi

107

Menynsun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi

108

Mengidentifikasi masalah kajian pengembangan./te matik

109

Menginventarisast dara terkail kajian remarile dan
pengem bangan

110

Menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan

111

Menyusun rekomendasi kajian rematik dan pengembangan

112

Menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan

113

Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran

114

Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran

118

Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran

C, |PENGEMBANGAN FROFESI

L.

Pembuatan karya tulis/karya {imiah di bidang penganggaran

a,

embuat karya fulis/karya ilmiah hasil penelifian /
pengkajian /survei/evaluas: di bidang penganggaran yang
dipublikasikan'

1) | Dalam bentnk bukn yang diterbitlean dan diedarkan secara
nasional

]

Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian
yang bersangkartan

Membinat karya tulis /karyailmiah hasil penelitian /
pengkajian fsurvei/ evaluasidi bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan. tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

1) [Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2) |Dalam bentuk majalab ilmiah yang diakui olelh Kementerian
yang bersangkutan

R

Membuat karya tulis /karya ilmiah bertipa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penganggaran yang
dipublikasikan;

1) |Dalam bentuk bukn yang diterbitkan dan diedarkan secara

2) |Dalam bentuk majalab ilmiah yang diakui oleh Rementerian:
yang bersangkartan

Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang penganggaran yang fidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

1) |Dalam bentuk buku

2) |Dalam majalah
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UNSUR YANG DINILAI

NO

ONSUR. SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

[INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT

LAMA

BARU | JJUMLAH | LAMA | BARU | .JTUMLAF

>

=3

4

5 3 7 &

e, |Membuat tulisan ilmial populer di bidang penganggaran yang,
disebarluaskan melaliii media massa yang merupakan satu
kesatuan:

imial dalam pertemuan ilmah nasional (ticak harus )
mentherikan re komendasitetapr harns ada kesimpulan akhir)

f. |Menvampaikan prasaran berupa tinjauan; gagasan. atau ulasan

w0

Penetjemahan /penyaduran bukn dan bahan lainnya di bidang
penganggaran

a. |Menerjemahkan/menyadur di bidang penganggaran yang
dipublikasikan

1) |Dalam bentnk bukn yang diterbitlkan dan diedarkan secara
nasional

2) |Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional

b, |Menerjemalikan/menyadur di bidang penganggaran yang tidale
dipublikasikan !

1) |Dalam benruk buku

2] |Datam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang
berwenang

3. |Penyusunan ketentnan pelaksanaan/ ketentuan reknis di bidang
pengauggararn

4. |Menynsun ketentnan pelaksanaan di Bidang penganggaran

b, |Menyusun ketentuan teknis di bidang penganggaran

JUMLAH UNSUR UTAMA.

If. |PENUNJANG TUGAS ANALIS ANGGARAN

A

Pengajar/pelatih di bidang penganggaran

|Mengajar/mela‘tih yang berkaitan dengan bidang penganggaran

Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penganggaran

1. |Mengilkut kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di hidang
penganggaran sebagai:

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber

b |Pembahas fmoderatos

¢ |Peserta

2; |Mengikuti/berperan serta sehagai delegasi ilmiah sebagai:

a |Ketua

b |Anggota

Keanggptaan ‘dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

I, |sebagai Pengurus aktil

2. |sebagai Anggota aktil

Keanggotaan dalam Tim Penilal Kineija Jabatan Fungsional Analis

Anggaran

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Anggaran

Perolehan penghargaan ftanda jasa

Memperoleh Penghargaan /tanda jasa Satyalancana Karyasatya

L. |20 (figa puluh) tabun

2, |20 (dia poiuh) tabion

3, |10 {sepuloh) rahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Mem peroleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang

L. |Sarjana (81)/Diploma IV

2, |Magister (S2)

3, |Doktor (83)

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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III [LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

IR TS

. dan seterusnya

L. Surat pernyatsan melaknkan kegiatan .,.....
Surat pernyataan melakukan kegiatan' ...,
. Burat pernyataan melakukan Kegiatan
. Surat pernyataan melaknkan kegiatan pengembangan profesi
. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

NIP,

IV [Catatan Pejabat Pengusul :

4, dan seterusnya

(’ ‘ jabatan )

(nama pejabat pengustl )

NIP,
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
4. dan seterusnya
( Neana Penilai I )
NIP,
(Nama Penilai 11)
NIP.

VI |Catatan Ketuna Tim Penilai:

B i
4. dan seterusnya

Eetua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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CONTOH

-94-

DAFTAR USULAN PENILATAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

ANAK LAMPIRAN 3C
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONATL ANATIS ANGGARAN

DAFTAR USULAN PENILATAN DAN PENETAPAN ANGKA EREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN MADYA/AHLI MADYA

Nomor:

INSTANST § oo cornnn s arviesn sas oo vis v s sonin s MASA PENILATAN :
Bulan . 80 Bulani,, oo TARUR 00000
NO KETERANGAN PERORANGAN
L. | Nama
2, |NIP

Nomor Seri Karto Pegawai ;

Tempat dan Tanggal Lahir

3

4

5, | Jenis Kelamin

6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya s

7, | Jabatan Analis' Anggaran / THT ‘

8 | Masa Kerja golongan lama

9. | Masa Ketja golongen baru

10. | Unit Kerja .
UNSUR YANG DINILAT
ANGKA KREDIT MENURUT
o UNSUR, SUE UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [NSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
d 2 3 4 3 & | 7 &

I |UNSUR UTAMA

A. | PENDIDIKAN

1. |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

Mengilauti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

1) |Doktor (83)

2) |Magister (S2)

3) |Sarjana/Diploma IV

2. |Pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis Jabatan Fungsional Analis
Angg,
Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

aran serta meniperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan
Fungsional Analis Anggaran dan mempersleh Surat Tanda Tamat
Pendidilkan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

1) |lamanya lebili dari 960 jam

2) |lamanya antara 641-960 jam

3) |lamanya antara 481-640 jam

4) |lamanya antara 161-480 jam

5) |lamanya antara 81-160 jam

6) |lamanya antara 31-80 jam

71 |lamanya kurang dari 30 jam

3. |Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

[Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat IIT

ANALISIS DI BIDANG FENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN AFBN

(Analisis penganggaran dalam pengglolaan APBN

1

Menganalisis arah leelyijakan Gskal dan prioriras pembangunan
nasional lintas tema/Bidang

15

Menytsun rekomendasi tingkat. 3 laporan hasil analisis arah
kebijalkan fiskal dan prioritas pembangunan nasional

Menyusun proyeksi (exercise) asumsi dasar ekonomi makro

Menguji parameter asumsi dasar ekoriomi makro hasil exercise

ull p|w

Menyusun rekomendasi tinglkat 3 hasil pengujian parameter
asumsi dasar ekonomi makro

Lol

Menyusun proyelksi perhitungan (exercise) RAPBN

~F

Menguji paranreter perhitungan RAPBN hasil exercise
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UNSUR YANG DINILAT

ANGEKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN [NSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU.| JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 & G z 8

Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exereise) RAPEN dan nsulan kebijakan

Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parame ter
peniynsunan pestur RAPBN

10

Menyusun dan menganalisis realisasi APBN Semester |

11

Menyusan perkiraan realisasi APBN (prognosis) Semester 11

12

Mengkaiji dampak kebijakan fiskal dan'ekonomimakro terhadap
APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN

13

Menyusun rekemendasi penyvusunan RAPBN-P berdasarkan hasil
kajian dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap
APBN

14

Menguji parameter penyusunan KEM & PPKF

15

Menyusun rekomendasi tingkat 3 atas hasil pengunjian data,
bahan, dan parameterpenyusunan KEM & PPKF

16

Menganalisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan
kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-Pserta
kebijakan strategis Pemerintaly

Menyusun rekomendasi tingkat. 3 Laporan hasil analisis
kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan
angka'dalam RAPBEN/RAFBN-Pserta kebijakan strategis
Pemerintah

18

Melakulkan uji statistik data dan bahan penyusunan Madel
Perencanaan APBN. / Model Fiskal / Model Dampak APBN

19

Menguji Model Perencanaan APBN /' Model Fiskal / Model
Dampak APBN

20

Menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN /
Mode! Fiskal ) Model Dampak APBN

21

Memvalidasi dara dan bahan penyusunan policy paper di bidang
asumsi makro / pendapatan negara / belanja negara [
pembiayaan anggaran

22

Menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro / pendapdtan
negara / belanja negara [ pembiayaan anggaran

Mengkaji data dan bahan penyasunan RAPBN/RAPBN-P

Menganalisis bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P

Menganalisis angka dasar danfatan perkirasn majo kebutuhan
dasar per K/L

Menganalisis angka dasar ¢lan / atau perkiraan maju lelyutahan
dasar lintas KE/L

Menyusun rekomendasi atas Laporan hasil analisis angka dasar
dan fatau perkiraan maju

Menganalisis hasil rancangan amsiteltur dan informasi kinerja
penganggaran per Bagian Anggaran

Menganalisis hasil rancangan arsite ktur dan mformasi kinerja
penganggaran lintas Bagian Anggaran

Menyusnn rekomendasi laporan hasil analisis rancangan
arsitektur dan informasi kinerja penganggaran

Menganalisis pagu per bagian anggaran

Menganalisis pagu per sumber dana

Menganalisis pagu lintas bagian anggaran

Menganalisis pagu berdasarkan postur (belanja dan pembiayaan)

Wenyusun pagn

Menyusun proposal misiatil barn

Menytisun rekomendasi atas hasil penilaian kelayakan proposal
[nisiatif Baru

38

Menyusun rekomendasi usil penyempumaan pagu indikatif
dalam perremuan’ fga pihak

39

Menyusun lonsep dokumen kesepalcaran pertemuan riga pibak

40

Menganalisis data terkait rencana ketja K/L

41

Menyusun draft Rencana Kerja K/L

42

Menyusun RKA KI/RDF-BUN

43

Menganalisis reneana kerja dan anggaran dan pengesahan
dokumen pelaksanaan anggaran

Menyusun rekomendasi rencana kerja dan anggaran
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-06-

UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR. SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENTLAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 7 3 4 & G b4 &

Menilai usulan revisi rencana kerja dan anggaran

Menganalisis -usulan revisi anggaran

Menyusun rekomendasi revisi-anggaran

Melaksanakan monitoring dan evalnasi aspek manfaat

Menyusun rekomendasi monitoring dan evaluasi

Menilal nsulan persetujuan pendanaan pekerjaan rahun jamak

Menganalisis kelayakan usulan persetujoan pendangan
pekerjasn rahun jamak

Menyusun rekomendasi' persetujuan pendanaan pekerjaan tabun
jamak

Menilai usulan standar biaya

Menganalisis kelayakan usulan standar biaya

Menyusun rekomendasi usulan standar biaya

Menyusnn Rencana Bisnis Anggaran

Menilai Rencana Bisnis Anggaran

Melaksanakan rekomendasi hasil pembahasan

Menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L

Menganalisis pemberian sanksi/ganjaranbagi K/1

Menyusun rekomendasi pemberian wanksi/ganjaran bagi K/L

Menyusun usulan indikasi leehyumban dana BUN

Menganalisis indikasi kebirtuhan dana pengeluaran BUN per
Bagian Anggaran

Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN seluruh
Bagian Anggaran:

Menyusun rekomendasi indikasi kebutuhan dana pengeluaran
BUN

Menganalisis daftar intikasi dan perubahan pardameter

Menyusun dan menyampaikan usulan tambahan anggaran dari
KPA ke PPA.

Menyusnn dan menyampaikan usnlan tambahan anggaran dari
PPA ke DJA

Menginventarisasi dan mengidentifikasi data nrateri pengaturan
di bidang pengelolaan belanja K/ dan BUN

Menyusun usul kegiatan yang didanai dari Belenja BUN

Menganalisis hasil pembahasan izin pemanfaatan helanja BUN

Menyusun rekemendasi pemanfaatan belanja BUN

tenyusun rekomendasi parameter alokasi BUN

Menganalisis draft ranggapan arau fndale lanjur hasil
pemeriksaan

Menyusun rekomendasi tanggapan atan tindak lanjut hiasil
pemeriksaan

Menganalisis jenis dan tarif PNBP:

Menyusun rekomendasi'jems dan tarif PNBP

Menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP

Menyusun rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana PNBP

Menganalisis dan menilai dampak kebijakan PNBFP

Menyusnn lonsepnaskah akademik terkail peraturan
perundangan di bidang PNBP

82

Menganalisis dan melakukan assessment dampak kebijakan
dispensasi pengelolaan PNBP

83

Menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP K/L
dan BUN secara nasional

84

Menganalisis besaran revisi target dan pagu periggunaan PNBP

85

Menyusun rekomendasi nsulan revisi target dan pagu
penggumaan PNBP

86

Menyusun rekomendasi atas hasil asessment penerimaan dalam
REBA BLU

87

Menganalisis besaran PNBP SDA

88

Menyusun rekomendasi perhitungan PNBP SDA

89

Menganalisis data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP.

| Curlowk)
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UNSUR YANG DINILAT

ANGKA KREDIT MENURUT

NO
UNSUR. SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENTLAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 & G b4 &

20

Menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan peratiran di bidang PNBP

91

Menganalisis pintang PNBP yang masih outstanding

92

Menyusun rekomendasi terkait piutang yang masih outstanding

23

Menganalisis penyelesaian kewajiban pemerintall yang masih
outstanding

94

Menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah yang
masih ontstanding

95

Membahas tinidak lanjuthasil pemeriksaan di bidang PNBP

26

Menyusun konsep laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan di
bidang PNBP

97

Menyusnn rekomendasi laporan lasil analisis perhitungan PNBP
(5elf assessment) )

98

Menyusun rekomendasi atas Laporan-hasil analisis data terkait
pelaksanaan pengelolaan PNBP

29

Menganalisis tagihan kewajiban pemerintah sektor Migas, panas
bumi, dan subsidi

100

Menganalisis data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas
dan panas bumi

101

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/permasalahian
kebijakan sistem penganggaran

102

Menganalisis data hasil nlahan kebijakan sistem penganggaran

103

Menyusan rekomendasi laporan hasil analisis kebijakan sistem
penganggarar

104

Mengdentifikasi dan menginventavisasi data/masalah terkait
pelaksanaan Standar Biaya

105

Menyusun rekomendasi atas nsulan Standar Biaya

106

Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/masalah terkait
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kimerja Penganggaran

Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi

Menginventarisasi data/masalah penerapan sistem
penganggaran

Menyusun rekomendasi' ‘penerapan sistem penganggaran

Menyusun rekomendasi atas kebijakan terkait penganggaran

Mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan
implemrentasi Kebijakan fperataran penganggaran

Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atan
permasalahan pada tataran implementasi

113

Mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi
kebijakan /peraturan kepada sicheholders

114

Melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak
keunangan /remunerasi

115

Melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang
diusulkan besaran hak keuangan /remunerasi

Memberikan pemboboran terliadap hasil assesment bersama
thstansi/ stakeholders terkait

Melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak
kenangan /remunerasi

Menyusun rekomendasibesaran hak kenangan /remunerasi

Menyusun laporan rekomendasiterhadap kebijakan remunerasi

Mengidentifikasi masalah kajian pengembangan /tematilk

Mengmventarisasi data rerkait kajian rematik dan pengembangan

Menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan

Menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan

Menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan

Menganalisis kebutithan bimbingan teknis penganggaran

126

Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran

127

Melaksanakan bimbingan feknis penganggaran
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UNSUR YANG DINILAT

ANGEA KREDIT MENURUT

NO
TUNSUR, SUB UNSUR DAN.BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAL
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
3 Fl 3 4 5 3 7 &

PENGEMBANGAN PROFEST

1. |Pembuatan karya tulis /karya ilmiah di bidang penganggaran

a,

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian /survelfevaluasi di'bidang penganggaran yang
dipublikasikan;

1) |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2) |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementetian
yang bersangku tan

Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian /survéi/ evaluasi di bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan, tetapi didoknmentasikan di perpustakaan:

I

Dalanr benitak bulu yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2) |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakni oleh Kementerian
yang bersangkutan

Membuat karya tulis/karya ilmiah herupa tinjauan atau ulasan
{lmiah hasil gagasan sendiri di bidang penganggaran yang
dipublikasikan!

1) |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

2) |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementetian
yang bersangku tan

Membuat makalali bernpa tinjanan atau ulasan ilmial hasil
gagasan sendiri dalam bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan'

1) [Dalam berrtirk bulki

2) |Dalam majalak

T

Membuar tulisan itmiah populer di bidang penganggaran yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu
kesaman

Menyampaikan prasavan berupa tinjaunan. gagasan. atan ulasan
ilmiah dalam perremuanilmish nasional (tdak harus
memberikan rekomendasitetapi harus ada kesimpulan akhir)

2. |Penerjemahan /penyaduran biku dan bahan lainnya di bidang

penganggaran.

&

Menerjemahkan /menyadur di bidang penganggaran yang
dipublikasika

1) |Dalam bentuk hulu yang diterbitkan dan-diedarkan secara
nasional

2) |Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional

Menerjemahkan /menyadir ¢i bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan :

1) |Dalam bentuk buku

2) |patam bentuk majalah yang diakui oleh Tnstansi yang
berwenang

3. [Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan tekuis di bidang

| peniganggaran

a,

Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang penganggaran

b

Menyusan ketentuan teknis di bidang penganggaran

JUMLAH UNSUR UTAMA

1L,

PENUNJANG TUGAS ANALIS ANGGARAN
A |Pengajar/ pelatih i bidang penganggaran
]Mengaja_r/ melatih yang berkaitan dengan bidang penganggaran
B |Peran serta dalam seminar flokakarya di bidang penganggaran
1. [Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
penganggaran sebagal:
a |Pemrasaran /penyaji/narasumber
b |Pembahas /moderator
¢ |Peserta
2. |Mengikuti ferperan serta sebagal delegasi iliniah sebagait
a |Ketna
b. |Anggota
¢ |Eeanggotaan dalam organisasi profesi
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TINSUR YANG DINITAT

ANGEKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU.| JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
2 i 4 & 2 7 8

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :

1, [sthagar Pengurus akril
2, |sebagai Anggota aktit

D |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
[Anggaran

Menjach anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Angparar
E |Perolehan penghargaan/tanda jasa
Mem peroleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya
1, |30 (Higa puluh)tahun
2, |20 (doa poinh) tahon
3, |10 (seputuh) raliun
I |Perelehan gelar kesarjanaan lainnya

Wem peroleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang

Sarjana (81)/Diploma [V

Magister (S2)
Dektor (S3)

S Ll i

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *}

1

2

o

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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Ix

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

. Surat pernyataan melakukan kegiatan ...,
Surdl pernyataan tmelakukan kegiatan ... o
. Sural pernyataan melakukan kegiatan ...
Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

. dan seterusnya

L S

NIP.

v

Catatan Pejabat Pengusul ;

3o wii
4, dan seterusnya

( jabatan )

(nama pejabat pengusil )
NIP,

Catatan Anggota Tim Penilai :

4, dan geterusnya

( Namma Penilai I )
NIP,

{(Nama Penilai 1)

NIP.

Catatan Ketua Tim Penilai :

4, den seterusnya

Ketua Tim Penilai.

(Nama )

NIP.
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CONTOH
DAFTAR USULAN PENILATAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

ANAK LAMPIRAN 3D

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMGOR 14 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJIUK PELAKSANAAN PEMEINAAN
JABATAN TUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

DAFTAR USULAN PENILATAN DAN PENETAPAN. ANGKA KREDIT
JABATAN FIUUNGSIONAL ANALTS ANGGARAN UTAMA /AHLL UTAMA

Nomtor'
BRlan! .o e o S7A  Bilan.. oo Tal0N w0,
NGO KETERANGAN PERORANGAN
Nama
2, |[NIP
3, | Nomor Seri Kartu Pegawal
4. | Tempat dan Tanggal Lahir
5, | Jenis Kelamin
&, | Pendidikan vang diperhitnngkan angka kreditnya
7. | Jabaran Analis Anggaran [/ TMT
8. | Masa Kerja golongan lama
9. | Masa Kerja golongan baru
10| Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAL
; ANGKA KREDIT MENURUT
o TUNSUR, SUB UNSUR DAN.BUTIR KEGIATAN INSTANSI. FENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAT | LAMA | BARU | JUMLAT1
q 2 3 4 5 G 7 8

UNSUR UTAMA

A, | PENDIDIEKAN,

1. |Pendidikan sekolah dan mempercleh jazah/gelar

Mengilari Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar

1) |Doktor (S3)

2) |Magister (S2)

3) |Sarjana/Diploma IV

2. |Pendidikan dan pelatihan fungsional /teknis Jabatan Fungsional Analis
Angpavan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) aran Sertfikar

Mengikufi pendidikan dan pelatihan fungsionial ftekmis Jabatan
Fungsional Analis Anggaran den memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidilcan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat

1) |lamanya lebih dari 960 jam

2) |lamanya antara 641-960 yam

3) [lamanya antara 481-640 jam

4) |lamanya antara 161-480 yam

5) |lamanya antara 81-160 jam

6) |lamanya antava 51-80 jam

7) |lamanya kirang dari 30 jam

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

W

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

|Pendidjka;n dan pelatihan Prajabatan tingkat IIT

B, |ANALISTS DI BIDANG PENGANGGARAN DALAM PENGELOLAAN APBN

Analisis penganggaran dalam pengelolaan APBN

1 |Menganalisis arah kebijakan bGskal dan prioritas pembangunan
nasional per tema /bidang

2

Menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan:hasil analisis arah
kebijakan fiskal dan prioritas pembanguman nasional

Mengunji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise

4 |Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter
asurmsi dasar ekonomi makro

5 |Menyusun proyeksi perhitungan (exercisa) RAFPBN

6 |Menguji parameter perhitungan RAPBN hasil exercise

=y

Menyusun rekomendasi tinglat 4 hasil pengujian parameter
proyeksi perhitungan (exercise) RAPEN dan nsulan kebijakan
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UNSUR YANG DINILAL

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DANBUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAT
2 3 4 3 [ 7 8

8 |Menyusun rekomendasi tmgkat 4 hasil pengujian parameter
penyusunan postur RAPBN

9 |Mengkaji dampak kebijakan fiskal dan ekonomimalkro terhadap
APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN

10 Menyusun rekomendasi penyusunan: RAPBN P berdssarkan hasil

11 |Menyusun mknmeudam tingkat. 4 atas hasil pengujian data,

12 |Menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil analisis
kclengkap;m materi dalam pasal pasal da.u lmeesua.tan dengan

13 Mengu_u Model Perencanaan AFBN / Mode] 1"1skal / Model Dampalk
APBN

14 |Menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN /

15 |Menyapkan policy paper di bidang asumsi makro [ pendapatan
negara / belanja negara / pembiayaan anggaran

16. |Menganalisis bahan penynsunan RAPBN/RAPBN-P

17 |Melaksanakananalisis rindak lanjut hasil monitoring dan
evaluasi

18 |Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis di
bidang penganggaran

19 |Menyusun rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan PNBP

20 |Menyusun rekomendasi terkait kebijakan dispensasi pengelolaan
PNBP

21 |Menyusun rekemendasi nsulan target dan pagu Penggunaan
PNBP secara nasional

22 |Menyusun rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan realisasi
ENBP (Qutlodk)

23 |Menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah
24 |Menyusiun rekomendasi terkait pemindahbuknan PNBP sektor
25 |Menganaligis data terkait kajian tematik dan pengembangan

26: |Menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan

27 |Menyusun bahan diseminasi kajian tematilk dan pengembangan

28 |Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran

29 |Menyrapkan lyahan bimbingan teknis penganggaran

30. |Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran

. | PENGEMBANGAN PROFEST

1. |Pembnuatan karya tolis /karys ilmiah di bidang penganggaran
a. |Membuat karya tulis /karya ilmiah hasil penelitian/
pengkajian fsurvéi/evalnasi di bidang penganggaran yang

dipublikasikan:
1) |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
2) |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakaioleh Kementerian
yang bersangkutan

b. |Membuat karya talis /karya ilmiah hasil penelitian / )
pengkajian/survel/ evaluasi di bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan, tetapi didoknmentasikan di perpustakaan:

1) |Dalam bemtuk buki yang diterbitkan dan diedackan secara
nasional

2) |Dalam bemtik majalah ilmiah yang diakiii oleh Kementerian
yang bersangku ran

¢, |Membuat karya talis /learya ilmiab herupa tinjanan atan alasan
iimiah hasil gagasan Sendiri di bidang penganggaran yang
dipublikasikan!
1) |Dalam bemtuk buki yang diterbitkan dan diedackan secara
2) |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diaknioleh Kementerian
yang bersangkutan

d, |Membuat makalah berupa tinjanan atau tlasan ilmiah hasil
gagasan sendiri dalam bidang penganggaran yang tidak
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan;

1) |Dalam bentuk huleu
2) |Dalam majalah
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UNSUR, SUB UNSUR DAN-BUTIR KEGIATAN INSTARSI PENGUSUL TIM PENILAT
LAMA | BARU | JUMLAT | LAMA | BARU | JUMLAH
i 2 3 4 5 G s 8

e, |Membuat tulisan {imiah populer di bidang penganggaran yang

disebarluaskan melalui me dia. massa yang mertpakan satu
kesatnan

[, |Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan
ilm iah-dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak hams memberikan
relcomendasi tetapi harus ada lesimpulan akhir)

19

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
penganggaran

a, |Menerjemahkan /menyadur di bidang penganggaran yang

dipublikasikan

I

Dalanr benitak bulau yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

2) |Dalam bentuk majalalyilmialy tinglkat nasional

h. |Menerjemahkan /inemyadnr di bidang penganggaran yang tidak

dipublikasikarn :
1) |Dalam bentuk buku
2)

Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang
berwenang

o

Penyusunan ketenfuan pelaksanaan/ ketenfuan teknis di'bidang
penganggaran

a. |Menyusun ketentuan pelaksanaan. di bidang penganggaran

b, |Menyusun ketentuan teknis dibidang penganggatran

JUMLAH UNSUR UTAMA

IL

PENUNJANG TUGAS ANALIS ANGGARAN

A |Pengdjar/ pelatih di bidang penganggsran

IMengaja_r/ melatih yang berkaitan dengan bidang penganggaran

B |Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penganggaran

1. [Mengikuti kegratan seminar/lokakarya/konferensi di bidang
penganggaran sehagai!

a |Pemrasaran /penyaji/narasumber
b |Pembahas /moderator
¢ |Peserta
2. |Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:
a |Ketna
b |Anggota

C |Keanggotaan dalam organisasi profesi

Wenjadi anggota organisasi profesi Nasional !

1.

sebagal Pengurug aktif

Q.

sebagas Anggota. aktil

D |Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Anggaran

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Angparan

B |Perolehan penghargaan/tanda jasa

Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya

1,

30 (tiga putuh) tahno

B

20 (dua puluh) taliun

3

10 {sepuluh) tahun

F |Perolehan gelar kesananaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang

1, |Sarjana (81)/Diploma IV
2. |Magister (S2)
3. |Doktor ($3)

JUMLAH UNSUR FENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1 2 3 4 5 (51 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

* Dicoret yang tidak perlu



2017, No.1179 _106-

Il |LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

. Surat pernyataan melakukan kegiatat v
Suratl pernyatasn melakukan kegiatan .......
Surat pemyataan melakukan kegiatan ...
. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

R

Sural pernyataan melakukan kegiatan penurjang

G

. dan seterusnya.

NIP.

IV |Catatan Pejabat Pengusul ;

L
4, den seterusnya

( jabatir )

{nama pejabat pengusul )

NIP,
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
Lo
2
3.
4. 'dan seterusnya:
( Nama Penilai 1 )
NIP,

|Nama Penilai [T )

NTP:

VI |Catatan Ketna Tim Pemnilai :

1
5
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilat,

(Nama )

NIP:




